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Penulisan hukum ini mengambil judul ”ANALISIS YURIDIS 
TENTANG PRIVATISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN”. Penulisan 
hukum ini mengambil topik mengenai privatisasi sektor ketenagalistrikan, yang 
notabene sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak dan harus dikuasai oleh 
negara. Tetapi mengapa harus dilakukan privatisasi terhadap sektor 
ketenagalistrikan ini? Di sini penulis ingin belajar dan mengetahui bahwa 
privatisasi sektor ketenagalistrikan bukanlah hal yang netral tetapi ada tekanan 
dari pihak luar, yakni Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan Bank 
Pembangunan Asia yang turut memberikan andil dalam penyusunan undang-
undang ketenagalistrikan yang memperkenalkan privatisasi. Mau tak mau zaman 
semakin maju dan privatisasi dapat terjadi dengan Pasal 33 atau tanpa Pasal 33, 
karena privatisasi adalah produk kemajuan zaman. Inilah yang harus dipikirkan 
dan diketahui oleh para sidang pembaca. Dalam penulisan hukum ini tentunya 
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penulisan hukum ini. 
3. Pujiono, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua yang telah mengoreksi segala 
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bimbingan, nasihat, dan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum 
UNS. 
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DONNI FREDIANTO, 2007. ANALISIS YURIDIS TENTANG 
PRIVATISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN. FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.  
Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pengaruh lembaga 
keuangan internasional (International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia dan 
Bank Pembangunan Asia) dalam pengaturan privatisasi sektor ketenagalistrikan di 
Indonesia dan apakah pengaturan privatisasi dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan sesuai dengan pasal 33 ayat (2) dan (3) 
Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan 
normatif yang bersifat kualitatif dengan pertimbangan hukum dikonsepsikan 
sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum 
nasional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data yang 
digunakan adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi 
pustaka. Teknik analisis data adalah analisis isi/content analysis. 
Hasil penelitian menunjukkan pengaruh Dana Moneter Internasional (IMF), Bank 
Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang sangat dominan dalam pembuatan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sehingga 
undang-undang ketenagalistrikan yang baru ini mengenal konsep-konsep badan 
pengatur yang independen, desain dan tujuan reformasi yang memperkenalkan 
korporatisasi dan kompetisi, serta investasi privat di sektor pembangkitan dan 
sektor lainnya di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, kecuali untuk izin 
usaha distribusi dan transmisi. Dalam pengaturan privatisasi sektor 
ketenagalistrikan telah ada keserasian hukum yang dapat  menimbulkan kepastian 
hukum dalam privatisasi sektor ketenagalistrikan. Di masa depan diharapkan 
pemerintah lebih serius lagi melaksanakan privatisasi sektor ketenagalistrikan dan 
melakukan pembatasan di bidang insentif investasi sektor ketenagalistrikan agar 
terjadi kesetaraan dalam menanggung resiko investasi. 
 




A. Latar Belakang Masalah 
Kekuasaan bisnis sekarang telah mengalahkan negara, mungkin 
inilah yang sebenarnya ingin diucapkan oleh Sarah Anderson dan John 
Cavanagh. Hasil penelitiannya sebagai berikut: dari 100 perekonomian 
terbesar dunia, 51 diantaranya adalah perusahaan dan 49 lainnya adalah 
negara. Jika 10 negara tidak diperhitungkan, yakni AS, Jepang, Jerman, 
Prancis, Italia, Inggris, Brazil, Kanada, China, dan Spanyol, maka total 
pendapatan 200 perusahaan terbesar di dunia (US$ 8, 3 triliun, sama dengan 
27, 5 % total perekonomian dunia) lebih besar dari total perekonomian seluruh 
negara lainnya dan menyerap 0, 78 % pekerja seluruh dunia. Apa yang 
menyebabkan ini semua terjadi: penyebab utamanya adalah globalisasi. Ada 7 
hal yang menjadi kunci utama dalam globalisasi: yaitu menghilangnya batas-
batas negara, meningkatnya perdagangan dan investasi antar negara, 
meningkatnya produksi global dan pasar, privatisasi, munculnya kompetitor 
baru, meningkatnya standar kualitas dan produksi secara global dan 
ketersediaan teknologi informasi dan internet (John Cullen dalam Wibisono 
(ed), 2004: 23).  
Di era globalisasi, kebebasan ekonomi semakin menemukan arah 
terjangnya. Kondisi globalisasi, yang juga diikuti dengan proses 
debirokratisasi, deregulasi, dan privatisasi, menjadi semacam penggerak 
perubahan ekonomi, dengan memangkas intervensi ekonomi negara ke tingkat 
yang minimal. Dalam beberapa hal, proses ikutan ini membawa hasil yang 
menggembirakan seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, 
dan integrasi pasar. Namun, dalam beberapa hal lain, justru membawa 
problematika baru: berkurangnya peran negara dalam ekonomi juga terkait 
dengan merosotnya kapasitas negara untuk melakukan fungsinya yang 
memang diperlukan dalam perekonomian, yakni sebagai regulator.  
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Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia merupakan pelaku 
yang dominan dalam sektor perekonomian, bahkan diantaranya memegang 
status monopoli, walaupun beberapa diantaranya telah berakhir, seperti 
monopoli Perusahaan Listrik Negara dalam penyediaan pembangkit listrik 
yang sudah diakhiri dengan UU Nomor 20 Tahun 2002 dengan 
diperbolehkannya perusahaan swasta ikut dalam usaha penyediaan 
pembangkit listrik dan monopoli PT. Telekomunikasi (PT. Telkom) di bidang 
penyediaan jaringan telepon yang juga sudah diakhiri dengan UU Nomor 36 
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam membahas mengenai peran 
BUMN yang begitu dominan dan meranggas dalam kegiatan perekonomian 
sehari-hari, Hal Hill mengungkapkan:  
Sebagai kelompok, perusahaan-perusahaan negara merupakan 
konglomerasi bisnis paling raksasa, dengan penguasaan modal domestik 
terbesar dalam sistem ekonomi Indonesia. Dengan jumlah lebih dari 200 
perusahaan, kegiatannya dari yang paling sederhana sampai paling rumit, 
seperti pabrik pesawat terbang yang dibangun dan dipimpin oleh Dr.Habibie. 
Sebagian besar usaha mereka terpusat pada pelayanan publik (penerbangan, 
peralatan, konstruksi), pertambangan (minyak, gas, timah), keuangan dan 
perbankan serta industri manufaktur dasar. Dilihat dari ukuran dan 
pengaruhnya, praktek perusahaan negara lebih mengarah kepada istilah 
“negara dalam negara (Mallarangeng, 2002: 180). 
Mohammad Hatta, bapak pendiri Negara Indonesia, tokoh ekonomi 
Indonesia, mantan Wakil Presiden pertama dan salah satu arsitek Undang-
Undang Dasar 1945, menyatakan:  
… Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-
besar seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum, …, 
menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup 
orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris “public utilities” 
diusahakan oleh Pemerintah. Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya 
di tangan Pemerintah… (Pang Lay Kim, 1983). 
globalisasi ekonomi telah membuat asumsi-asumsi kuno yang ada 
pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi semakin rumit untuk 
dilaksanakan. Kondisi yang dibangun dalam Pasal 33 Undang-Undang 1945 
adalah nuansa kekeluargaan dan komunalisme, serta anggapan bahwa bumi, 
air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah satu. Lewat dasar 
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ini pulalah, pemerintah Indonesia mencoba mendirikan berbagai macam badan 
usaha yang bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan atas bumi, air, dan 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan digunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat. Globalisasi melalui salah satu komponennya, 
yakni privatisasi merusak keinginan bangsa Indonesia untuk mengelola bumi, 
air dan kekayaan yang didalamnya secara mandiri.  
Privatisasi memang dimaknai pengurangan peran Negara karena 
hadirnya pihak nonnegara/swasta yang bisa bermacam-macam bentuknya. 
Privatisasi dalam pengelolaan sektor-sektor yang penting bagi Negara dan 
menguasai hajat hidup orang banyak terjadi karena ketidakmampuan Negara 
sebagai pengelolanya untuk menempatkan badan usaha yang dikelolanya 
sebagai entitas bisnis, melainkan sebagai entitas politik yang bias. 
Ketidakmampuan ini akhirnya berujung inefisiensi dalam pengelolaan 
BUMN, salah satu cara penanganan inefisiensi ini adalah privatisasi.  
Pertanyaan utamanya adalah apakah privatisasi diperbolehkan, bila 
terjadi pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, dalam 
hal ini sektor ketenagalistrikan?  Laiknya layanan sosial dasar lainnya, seperti 
air bersih, pendidikan, perumahan, dan kesehatan. Layanan listrik dan layanan 
air pada umumnya dikendalikan oleh dalam kebanyakan kasus disediakan 
oleh negara sebagai badan publik. Situasi semacam ini biasanya dilandaskan 
pada sebuah tujuan dasar untuk memberikan jaminan akses pada layanan-
layanan yang dianggap esensial bagi kehidupan warga negaranya. Jaminan 
akses yang dimaksudkan adalah ketersediaan layanan-layanan tersebut bagi 
seluruh anggota masyarakat dengan harga yang terjangkau, bahkan untuk 
komunitas paling miskin sekalipun.  
 Penyediaan layanan sektor ketenagalistrikan idealnya dikendalikan 
atau disediakan oleh negara sebagai agency yang menjadi representasi publik 
dan ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas, maka layanan sosial dasar 
semacam itu lazim pula disebut sebagai layanan publik. Secara historis, 
keberadaan dan perkembangan layanan publik dapat dilacak hingga lebih dari 
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seribu tahun lampau, di berbagai belahan dunia. Kanal-kanal irigasi dan 
lumbung padi desa yang terdapat di jaman Cina Kuno, jalan dan jaringan air 
bersih yang dikelola oleh kerajaan Inca kuno dapat membuktikan bahwa 
layanan sosial dasar awal mulanya dikelola oleh negara. Dalam 
perkembangannya, kemudian penyediaan layanan sosial dasar sebagian 
sempat dialihkan pengelolaannya kepada sektor privat. Hal ini terjadi di 
Eropa, pada abad 19, di Perancis didirikan perusahaan jasa air minum 
Compagne Generale Des Eaux dan Societe Lyonnaise des Eaux. Sementara 
itu di sektor ketenagalistrikan, dimulai dengan penemuan generator dan lampu 
pijar yang menjadi pijakan awal menuju arah ”privatisasi” sektor 
ketenagalistrikan. Di kota Solo pun, PLN dan PDAM, tidak dirikan oleh 
institusi negara, tetapi kerajaan, yakni Karaton Surakarta Hadiningrat pada 
zaman Paku Buwono X (Heyneardhi, 2004: 3). 
Situasi ini tidak berlangsung lama, pasca PD II, negara kembali 
menempati posisi sentral dalam menggerakkan perekonomian, termasuk di 
dalamnya usaha jasa penyediaan layanan sosial dasar. Namun, sayangnya 
sejarah terus menerus berubah, seiring dengan runtuhnya Tembok Berlin dan 
pecahnya Uni Soviet dalam berbagai negara bagian. Gema perestroika 
bergema ke seluruh negara-negara di seluruh dunia, termasuk soal privatisasi 
layanan sosial dasar. Wahyu P. Jatmiko dalam tulisannya di Jakarta Post (29 
November 2002, hal. 5) menjelaskan:  
Di Indonesia, menurut dokumen yang dikeluarkan oleh Bank Dunia 
yang berjudul Indonesia: Private Sector Development Energy, disebutkan 
bahwa Bank Dunia akan mempromosikan partisipasi sektor swasta, khususnya 
dalam kurun waktu tiga tahun berikutnya. Sehubungan dengan hal ini, akan 
diprioritaskan pada penciptaan struktur pasar yang kompetitif, dan suatu 
otoritas pengaturan yang otonom, dan mendukung proses privatisasi 
perusahaan negara yang bergerak di bidang infrastruktur (Jatmiko, 2002: 5). 
Menarik untuk dicatat, bahwa hingga satu dekade yang lalu, 
lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) 
dan Bank Dunia, masih memfokuskan pada skema pinjaman mereka untuk 
memperbaiki dan memperkuat pengelolaan layanan sosial dasar yang 
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disediakan oleh lembaga-lembaga layanan publik. Akan tetapi, pendirian 
mereka berubah dan berkeyakinan bahwa tak sepatutnya suatu otoritas atas 
badan publik menjadi penyedia layanan, melainkan seharusnya sekedar 
sebagai regulator. Argumen utama yang didesiminasikan agar proses 
privatisasi tersebut menjadi absah adalah bahwa layanan-layanan sosial dasar 
akan menjadi lebih efektif penyediaannya manakala diarahkan kepada sektor 
swasta. Tapi, para pendukung privatisasi tidak dapat menolak dan 
mengingkari nilai sosial dari air bersih dan listrik, akan tetapi mereka terus 
berupaya dan berpandangan bahwa kekuatan pasar lebih efektif mencapai 
tujuan-tujuan sosialnya, termasuk pengurangan kemiskinan daripada badan 
publik.  
Peranan lembaga keuangan keuangan internasional dalam 
mendorong dan mempercepat laju privatisasi layanan sosial dasar di negara-
negara berkembang sangatlah besar. Hal ini terkait erat dengan lemahnya 
bargaining power negara-negara tersebut mengingat partisipasi sektor swasta 
dalam penyediaan sosial dasar masuk dalam loan conditionalities atau syarat 
pemberian utang yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional. 
Praktek bisnis korporasi di sektor energi dimulai tatkala perusahaan swasta 
mulai terlibat dalam memasok industri listrik melalui PLN. Meskipun 
distribusi listrik tetap dipegang oleh PLN, namun pasokan listrik swasta yang 
harus dibeli oleh PLN menyumbang kenaikan TDL di tingkat konsumen. 
Sampai dengan tahun 2000 kapasitas terpasang telah mencapai 39. 500 MW, 
dimana 20. 760 MW dibangkitkan oleh PLN. Swasta selalu dianggap dapat 
melayani konsumen dengan baik, memiliki harga jual yang kompetitif dan 
tranparan. Sayang itu semua tidak berlaku bagi perusahaan swasta di sektor 
kelistrikan ini, paling tidak yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2000 PLN 
harus membayar harga listrik yang dijual oleh Independent Power Producer 
(IPP) sebesar Rp 453 setiap KwH, sementara PLN menjual listrik ke 
pelanggan hanya sebesar Rp 250 setiap KwH. Dengan perhitungan ini, PLN 
setiap tahun harus berutang 1 milyar dollar AS setiap tahunnya untuk 




Masuknya swasta dibidang kelistrikan dianggap sebagai upaya 
untuk membantu pemerintah dalam menyediakan pasokan listrik bagi 
masyarakatnya. Keterbatasan anggaran pemerintah merupakan kendala utama 
dalam meningkatkan pasokan listik, sehingga swasta dianggap lebih mampu 
menyediakan anggaran untuk menambah pasokan listrik. Lagi-lagi anggapan 
yang keliru, sebelum swasta menanamkan investasinya, biasanya perusahaan 
memagarinya dengan Power Purchase Agreement (PPA) lebih dahulu. Dalam 
PPA telah diatur berapa harga listrik yang harus dibayar oleh PLN sekaligus 
jumlah yang harus dibayar. Swasta bukanlah investor murni, karena mereka 
mensyaratkan sejumlah dana yang harus dibayar untuk membayar listrik yang 
akan dihasilkan kemudian. 
Anggapan bahwa korupsi tidak terjadi di dalam korporasi adalah 
sesuatu yang naif. Justru karena korporasi swasta dianggap dimiliki oleh 
perorangan maka transparansi swasta ke publik sangat lemah. Perusahaan 
komersial akan selalu menjaga kerahasiaan sebagai proteksi atas usaha-usaha 
malpraktek seperti penyuapan agar dapat menjadi penawar yang masuk 
kualifikasi, lolos dalam pengujian dan evaluasi properti publik, hingga 
penghindaran pajak. IPP pun tidak lepas dari praktek semacam ini, tidak 
pernah ada jaminan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak terjadi di IPP, 
bahkan IPP cenderung lebih tertutup. Alih-alih meringankan beban PLN untuk 
mengatasi kelangkaan listrik kehadiran IPP justru menjadi beban tersendiri 
bagi PLN. Sehingga mau tidak mau PLN harus menaikkan tarif dasar listrik. 
PPA telah mengikat pemerintah untuk membeli listrik dari pihak swasta 
dengan harga yang telah dicantumkan sebelumnya. Sebagai contoh, proyek 
Paiton I dengan harga jual listrik kepada PLN yang tinggi, potensi kerugian 
yang dialami oleh PLN mencapai Rp 2, 1 triliun per tahun, sementara kontrak 
pembelian tersebut berlaku selama 40 tahun, sehingga kerugian yang diderita 
oleh PLN mencapai Rp 84 triliun. Itu baru dari satu IPP saja, sementara masih 
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ada 6 pembangkit swasta lainnya yang menyediakan usaha pembangkitan 
yang diusahakan oleh swasta atau partisipasi sektor 
privat.(www.worldbank.org./data/electricity/privatesectordevelopmentenergy/
indonesia) 
Selain korporasi yang terlibat dalam program swastanisasi listrik, 
lembaga keuangan internasional juga ikut campur. Dana Moneter 
Internasional (IMF) dengan Letter of Intent (LoI) mendesak adanya 
renegoisasi dengan pihak swasta dan terbentuknya UU Nomor 20 Tahun 2002 
tentang Ketenagalistrikan. Dari LoI yang dibuat oleh Dana Moneter 
Internasional (IMF) itu menginginkan penerapan kompetisi dan peran swasta 
dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam beberapa LoI dan dokumen 
terkait lainnya, pemerintah berkomitmen pada Dana Moneter Internasional 
(IMF) akan mengeluarkan undang-undang dan kerangka hukum lainnya untuk 
menciptakan pasar listrik yang kompetitif, merestrukturisasi kelembagaan 
PLN, perbaikan tarif listrik, dan merasionalisasikan pembelian listrik dari 
pihak swasta  
Bank Pembangunan Asia (ADB) juga tidak kalah gesitnya dalam 
membantu lancarnya swastanisasi listrik di Indonesia. Selama kurang lebih 
dari 5 dekade, ADB dengan total 28 pinjaman dengan nilai lebih dari US$ 3 
triliun untuk sektor kelistikan di Indonesia. ADB dan Bank Dunia 
menyepakati adanya pembagian kerja dalam agenda reformasi ini. Menurut 
Muhamad Suhud (2002: 24): 
Kedua institusi ini menyetujui adanya divisi perburuhan dalam 
sektor ketenagalistrikan, dimana ADB bertanggungjawab terhadap masalah 
restrukturisasi sektoral seperti bantuan teknis dalam hal penyusunan 
rancangan hukum, tarif, pengadaan dan aturan jaringan selain badan pengatur 
baru, serta kerja-kerja untuk mengkomunikasikan kenaikan tarif terhadap 
banyak kalangan. Bank Dunia lebih pada kelembagaaan PLN dan penguatan 
kinerja lembaga keuangan (Suhud, 2002: 24). 
Pihak Jepang melalui Japan Bank of International Cooperation juga 
tidak mau kalah dalam mendukung program reformasi sektor tenaga listrik di 
Indonesia. Bersama dengan Bank Pembangunan Asia, JBIC mendanai 
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program restrukturisasi sebesar US$ 400 juta sebagai bentuk kerjasama 
internasional (Widagdo, 1999: 34). Privatisasi sektor ketenagalistrikan atau 
sektor-sektor lain memang mengandung kerumitan. Atas dasar latar belakang 
permasalahan dan berbagai kerumitan, maka penulis tertarik untuk menulis 
penulisan hukum dengan judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG 
PRIVATISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN”. 
B. Perumusan Masalah 
Dengan latar belakang  masalah diatas maka perumusan masalah 
yang akan diambil penulis adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh lembaga keuangan internasional (Dana Moneter 
Internasional (IMF), Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia) dalam 
pengaturan privatisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia? 
2. Apakah pengaturan privatisasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2002 tentang Ketenagalistrikan sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) 
Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui pengaruh lembaga keuangan internasional (Dana 
Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan Bank Pembangunan 
Asia) dalam pengaturan privatisasi sektor ketenagalistrikan di 
Indonesia. 
b. Untuk mengetahui apakah pengaturan privatisasi dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sesuai 
dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan 
peraturan perundang-undangan lainnya. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah pengetahuan penulis terutama di bidang ilmu 
hukum, khususnya hukum perdata. 
b. Untuk memperoleh data-data yang penyusun pergunakan dalam 
penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk 
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mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan penelitian pada ilmu hukum, khususnya 
hukum perdata. 
b. Memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaturan privatisasi 
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang 
Ketenagalistrikan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan masukan kepada pelaku usaha swasta dalam negeri untuk 
mengambil peran dalam privatisasi sektor ketenagalistrikan di 
Indonesia. 
b. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah dalam mengambil 
kebijakan privatisasi terutama privatisasi sektor ketenagalistrikan.. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
”Penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan 
dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna 
membuktikan kebenaran dari suatu gejala atau hipotesis yang ada” 
(Bambang Waluyo, 1991: 21). ”Metode penelitian adalah merupakan 
suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran 
tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala atau 
peristiwa tertentu dengan jalan menganalisisnya” (Soekanto, 1984: 43). 
Mengikuti pendapat Soetandyo Wignyosoebroto, ada lima konsep 
hukum yaitu (Setiono, 2005: 20 - 21): 
a Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan 
berlaku universal. 
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b Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-
undangan nasional. 
c Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcrete dan 
tersistematisasi sebagai judge made law. 
d Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis 
sebagai variabel sosial yang empirik. 
e Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial 
sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan 
normatif yang bersifat kualitatif dengan pertimbangan dalam penulisan 
hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma positif di dalam 
sistem perundang-undangan hukum nasional (Setiono, 2005: 21). 
Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum 
normatif mencakup (Soekanto dan Mamudji, 2004: 14): 
a Penelitian terhadap asas-asas hukum. 
b Penelitian terhadap sistematika hukum. 
c Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. 
d Penelitian terhadap perbandingan hukum. 
e Penelitian sejarah hukum. 
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum terhadap taraf 
sinkronisasi vertikal dan horisontal.  
2. Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (normatif), 
maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder, yang mencakup: 
a Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang 
mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Meliputi peraturan 
perundang-undangan, dalam hal ini adalah: 
1) Undang-Undang Dasar 1945. 
2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi. 
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3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. 
4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 
Milik Negara. 
5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 jo Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 
26 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Listrik. 
6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Badan 
Pengawas Pasar Tenaga Listrik. 
7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1992 
tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta. 
b Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan yang memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku 
referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah 
yang mengulas mengenai masalah pengaturan privatisasi dalam 
perundang-undangan bidang ketenagalistrikan. 
c Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan 
petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan 
dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.  
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, 
yang disesuaikan dengan pendekatan normatif dan jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang 
digunakan penulis adalah dengan studi kepustakaan atau teknik 
dokumentasi, yaitu menelaah bahan-bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan 
studi pustaka ini menggunakan penelusuran terhadap katalog. ”Yang 
dimaksud dengan katalog yaitu merupakan suatu daftar yang memberikan 
informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu perpustakaan” 
(Burhan Ashofa, 2004: 104). 
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4. Teknik Analisis Data 
Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap oleh peneliti, 
tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap inilah data 
dikerjakan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan 
kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-
persoalan yang diajukan dalam penelitian. Di sini imajinasi dan kreativitas 
si peneliti diuji betul. Apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit, 
bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tak mudah 
tersusun di dalam suatu struktur klasifikasitoris) maka analisisnya pastilah 
analisis kualitatif.  
Penelitian hukum normatif menggunakan pengolahan data yang 
pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi 
terhadap bahan-bahan hukum tertulis. “Sistematisasi berarti, membuat 
klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk 
memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi” (Soekanto, 1986: 252). 
Karena penelitian ini metode pengumpulan datanya menggunakan studi 
dokumen, maka analisis datanya menggunakan content analysis. Content 
analysis atau analisis isi adalah teknik analisis yang dilaksanakan dengan 
mengkaji isi suatu data sekunder berupa dokumen-dokumen yang 
merupakan suatu informasi yang harus kita pahami maksudnya, dengan 
perspektif yang kita pakai sesuai dengan perumusan masalahnya.  
Analisis datanya harus memperhatikan penafsiran hukum yang 
ada. Dalam penelitian ini, penafsiran yang digunakan adalah penafsiran 
secara gramatikal, penafsiran secara sahih/autentik/resmi. Dan penafsiran 
secara sistematis/dogmatis.  
Penafsiran gramatikal (tata bahasa) yaitu tata cara penafsiran 
berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman 
pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam 
kalimat-kalimat yang dipakai undang-undang, yang dianut ialah semata-
semata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni 
arti pemakaian sehari-hari. Penafsiran sahih/autentik/resmi ialah 
penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang 
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diberikan oleh pembentuk undang-undang, sedang penafsiran 
sistematis/dogmatis yaitu penafsiran menilik susunan undang-undang itu 
maupun dengan undang-undang yang lain (Kansil, 1984: 66 – 68). 
Penelitian ini merupakan penelitian sinkronisasi hukum baik 
secara vertikal maupun horisontal, maka dalam penganalisisan datanya 
harus memperhatikan asas perundang-undangan yang berlaku, yakni 
undang-undang tidak boleh berlaku surut, undang-undang yang dibuat 
penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi, 
undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang 
yang bersifat umum, undang-undang yang belakangan membatalkan 
undang-undang yang berlaku terlebih dahulu, undang-undang tidak dapat 
diganggu gugat, undang-undang sebagai sarana semaksimal mungkin 
mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil masyarakat maupun 
individu. Dari hasil analisis, data yang diperoleh dideskripsikan secara 
urut dan cermat sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan 
hukum ini menjadi empat bab dan tiap bab di bagi dalam sub-sub bab yang 
disesuaikan dengan luasnya permasalahan ditambah dengan daftar pustaka. 
Sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut: 
BAB I       : PENDAHULUAN 
Bab ini diuraikan tentang: Latar Belakang Masalah, 
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 
Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum. 
BAB II      : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini dikemukan kerangka teori mengenai tinjauan tentang 
privatisasi, tinjauan tentang pengaturan privatisasi dalam 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 
Milik Negara, tinjauan tentang pengaturan ketenagalistikan 
dan tinjauan tentang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). 
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Disamping itu memuat kerangka pemikiran dari penulis 
mengenai sinkronisasi peraturan perundang-undangan 
privatisasi bidang ketenagalistrikan di Indonesia. 
BAB III     : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas hasil penelitian mengenai pengaruh 
lembaga keuangan internasional (Dana Moneter Internasional 
(IMF), Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia) dalam 
privatisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia dan apakah 
pengaturan privatisasi sektor ketenagalistrikan sesuai dengan 
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan 
peraturan perundang-undangan lainnya. 
BAB IV     : PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapat dari 




A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Privatisasi 
a. Sejarah Privatisasi 
Konsep privatisasi berasal dari negara Inggris, tapi di Inggris 
sendiri, tidak ditemukan satu dokumen ataupun kertas kerja khusus, 
apalagi, peraturan mengenai privatisasi, yang diterbitkan oleh Partai 
Konservatif. Topik privatisasi belum merupakan isu besar dalam 
pemilihan umum di tahun 1983, padahal saat itu rakyat Inggris 
memilih Margaret Thatcher sebagai perdana menteri yang kemudian 
di kenal dengan program-program ekonomi yang bersifat liberal, 
seperti privatisasi, deregulasi, dan pemotongan pajak yang progresif. 
Karakter perjalanan privatisasi Inggris sendiri amat bervariasi. Hal 
yang paling dikenal adalah kesadaran akan kegagalan perusahaan 
negara, yang tentunya dapat dikatakan sebagai kegagalan untuk 
mengimplementasikan teori dan aspirasi arsitek privatisasi.  
Kegagalan ini biasanya diwujudkan dalam kegagalan 
pemenuhan  kebutuhan masyarakat, mempertahankan kesejahteraan 
pekerja dan pencapaian efisiensi ekonomi yang akan menyebabkan 
defisit keuangan publik. Secara umum, intervensi ke aktivitas 
perusahaan baik secara formal maupun tak formal disebutkan sebagai 
penyebab utama kegagalan perusahaan negara. Kesulitan ini tak bisa 
dipecahkan walaupun banyak usaha yang berupa proses penyusunan 
kertas kerja telah dilaksanakan.  
Privatisasi di Inggris, semakin mendapat anginnya, karena 
adanya dorongan yang begitu kuat dari ideologi kanan baru. Konsep 
ini awalnya dikembangkan di United States, namun justru mendapat 
lahan subur di Inggris. Ideologi ini mempersoalkan peranan sektor 
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publik dan pengaruh serikat dagang. Tujuannya adalah untuk 
mengalihkan pengambilalihan keputusan dari politikus dan pegawai 
pemerintah ke mekanisme pasar dengan maksud untuk 
memaksimalkan efisiensi sektor publik. Terkait dengan ideologi kanan 
baru, privatisasi sebenarnya hanya merupakan salah satu komponen 
dari strategi politik ekonomi yang bertujuan untuk membangun 
fondasi dan keseimbangan yang baru dari kekuatan-kekuatan di 
masyarakat. Strategi ideologi kanan baru, diadopsi dari artikel “The 
Right Approach to the Economy” merupakan penjabaran mengenai 
garis besar strategi ekonomi untuk Pemerintah Konservatif yang 
dipublikasikan pada tahun 1981, dan ditandatangani oleh Sir Geoffrey 
Howe, Sir Keith Joseph, James Prior, dan David Howell.  
Di bawah ini akan diuraikan pokok-pokok artikel tersebut: 
1) Bahwa, mereka mempercayai penyebab penyakit ekonomi ini 
dikarenakan skala dan lingkup dari sektor publik. Kondisi ini 
dihasilkan oleh para politisi dan administrasi yang menggunakan 
program-program sektor publik untuk memuaskan para 
pendukungnya. Mereka mengidentifikasikan adanya 
kecenderungan terhadap pengurangan penjualan secara 
keseluruhan pada industri sektor publik yang telah gagal dan 
menyebabkan kondisi semakin sulit. Bahkan, beberapa program 
cenderung dihapus untuk memenuhi pengambilan keuntungan.  
2) Mereka memilih politik ekonomi pasar bebas dengan berpatokan 
pada pendapat Adam Smith dan John Stuart Mill sebagai 
pegangan motivasi maupun perilaku manusia ekonomi. 
3) Mereka mengingnkan subsitusi pasar sebagai instrumen 
pemberdayaan sumber daya untuk pengambilan keputusan 
pemerintah terdahulu. 
4) Mereka menginginkan pengurangan kapasitas ukuran sektor 
publik dengan memperbesar kapasitas fungsi pasar dan melarang 
intervensi pemerintah secara langsung. 
5) Dalam mekanisme sektor publik mengharapkan efisiensi secara 
maksimum dicapai dengan adopsi melalui pendekatan praktis 
manajemen pada sektor swasta. 
6) Mereka menginginkan agar tercipta perubahan keseimbangan 
kekuasaan secara keseluruhan dalam masyarakat, sehingga 
konsumen menjadi penguasa dan fokus kompetisi (Bastian, 2002: 
100). 
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Filosofi ini juga diterapkan pada strategi ekonomi kanan baru 
sebagai berikut: 
1) Adanya pengurangan ukuran sektor publik sehingga beban pajak 
dapat dikurangi. 
2) Pengendalian dan pengurangan terhadap dari tingkat pinjaman 
sektor publik untuk memberikan kesempatan yang lebih baik pada 
sektor swasta yang bebas. 
3) Pengurangan terhadap pengeluaran kesejahteraan dengan 
mempromosikan pendapatan keluarga berdasarkan kondisi 
kesejahteraan. 
4) Mendorong kapitalisme popular melalui mekanisme kepemilikan 
saham dalam masyarakat serta kepemilikan tanah dan perumahan. 
5) Membatasi aktivitas serikat dagang atau malah menghapuskannya 
untuk mencegah intervensi kekuatan serikat dagang ke pasar dan 
mengembangkan skala sektor publik (Wahyu P. Jatmiko, 2002: 5). 
 
Salah satu kunci strategi untuk mengimplementasikan filosofi 
di atas adalah privatisasi, karena Pirie menulis mengenai privatisasi 
dalam publikasinya di Adam Smith Institute, sebagai berikut: 
Bahwa substansi kasus privatisasi merupakan kedudukan 
privatisasi sebagai subyek disiplin ekonomi, yang dipilih pihak-pihak 
yang akan mendapat keuntungan melalui program ini. Sehingga, 
pengendalian biaya-biaya dan lingkup sektor publik tidak dapat 
dicapai apabila sektor swasta juga menjadi subyek pasar 
(Prasetyoantono, 2000: 45). 
Atau, dengan kata lain privatisasi sebaiknya dapat 
mengendalikan sektor publik secara perlahan dan dapat menawarkan 
orientasi yang kontras. Dan ini berarti terdapat sistematika 
pengurangan biaya publik dan peranan pemerintah di dalam 
pengaturan perekonomian. Keberhasilan program sektor publik yang 
beroperasi di pasar akan dijadikan masukan positif  bagi konsumen. Di 
mana privatisasi akan dapat menghapuskan secara permanen adanya 
keterlibatan negara terhadap ekonomi secara menyeluruh. 
Pendukung privatisasi dari kelompok ideologi kanan baru 
menekankan bahwa privatisasi merupakan perlengkapan ekonomi 
mikro tapi bukan ekonomi makro. Hal ini tidak terkait dengan strategi 
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dengan strategi kesadaran, tetapi lebih terkait pada sebuah pendekatan 
masalah secara secara praktis bahwa pengetatan anggaran dan 
penghapusan adanya pemborosan menjadi alat kebijakan utama. 
Secara menyeluruh, pembuktian program privatisasi juga menjawab 
tuduhan atas kesalahan pribadi filosofi alternatif. Seorang sosialis 
bernama Herbert Morison, mendapat pelakuan kurang menyenangkan 
karena diserang seperti yang pernah dialami oleh filosofi pasar 
bebasnya Hayek, “di mana privatisasi dapat dipakai sebagai 
pembuktian kesalahan kaum sosialis untuk mencegah penampilan 
doktrin dan praktek yang lebih baik” (Prasetyoantono, 2000: 45 – 47). 
Setelah dari Inggris, penulis akan menuju sejarah privatisasi di 
Indonesia. Dari berbagai literatur yang penulis teliti, fokus penulisan 
topik privatisasi di Indonesia berkisar pada tahunn 1998 sampai 
sekarang, sehingga terjadi pengaburan proses pengembangan visi dan 
misi privatisasi. Akibatnya, keluasan dan kedalaman program 
privatisasi pemerintah tidak dapat dianalisis secara mendalam, agar 
model kebijakan privatisasi di Indonesia dapat diidentifikasi.dalam 
pengamatan dan penelusuran literatur yang penulis lakukan ada tiga 
fase privatisasi di Indonesia (www.wikipedia.com/sejarah privatisasi 
di Indonesia, diakses tanggal 20 Agustus 2007), yaitu: 
1) Fase pertama tahun 1991 – 1997 
Fase ini dimulai dengan tiga kebijakan utama: 
a) Penjualan perusahaan industri milik negara seperti PT Semen 
Gresik, PT Indosat, PT Telkom, PT Tambang Timah, PT 
Batara Bhisma Indra, dan PT Aneka Tambang. 
b) Penggunaan model penjualan saham lewat pasar model (IPO). 
c) Pelaksanaan penjualan saham yang dilaksanakan oleh 
Departemen Keuangan sebagai pembina BUMN. 
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2) Fase kedua tahun 1997 – 1999 
Periode ini merupakan titik awal asingisasi dalam 
pelaksanaan privatisasi yang ditandai dengan: 
a) Penjualan beberapa BUMN strategis melalui private 
placement, seperti penjualan Terminal Peti Kemas, anak 
perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia 
II, PT Pelabuhan Indonesia III, dan PT Semen Gresik. 
b) Penjualan saham lewat prosedur penjualan kepada mitra 
strategis. 
3) Fase ketiga tahun 1999 – 2002 
Dalam periode ini, terjadi privatisasi terhadap PT Indosat 
melalui proses strategic sales yang menghasilkan uang 6, 2 trilun 
rupiah yang kemudian melahirkan banyak kritik yakni: 
a) Privatisasi ini dikritik “mengejar target” sehingga 
dilaksanakan dengan cara relatif tergesa-gesa dan 
mengutamakan nilai pembayaran daripada kestrategisan.  
b) Penjualan Indosat tidak mampu mencapai target harga yang 
ideal, atau sama dengan harga jual perdana dalam US dollar, 
yaitu US$ 32, 02 per saham atau dalam rupiah hari ini sekitar 
Rp 30.000, 00 per saham. Indosat dilepas sedikit lebih tinggi 
dibanding harga di bursa, yaitu Rp 12.950, 00 per saham, 
sementara harga bursa adalah Rp 12.600, 00 per saham. 
c) Kalkulasi aset yang dipertanyakan. Sebelum privatisasi, 
Indosat mengambil alih 25 % saham Deutsche Telekom di 
Satelindo, perusahaan operator telepon selular pertama di 
Indonesia, senilai US$ 325 juta. Dengan demikian, total 100 % 
nilai saham Satelindo adalah US$ 1, 4 miliar, di mana Indosat 
menguasai 100 % saham Satelindo. Dengan melepas 41, 94 % 
saham senilai Rp 5, 62 triliun, maka total aset Indosat adalah 
Rp 13 triliun. Jika dikonversi dengan kurs Rp 9000, 00 per 
dollar, total 100 % saham Indosat “hanya” dinilai sekitar US$ 
1, 5 miliar saja. Harga tersebut selisih US$ 0, 4 miliar dari 
100% Satelindo. 
d) STT yang mengambil alih Indosat adalah anak perusahaan dari 
Temasek, BUMN milik Singapura yang juga memiliki anak 
perusahaan Singapore Telecom (Singtel) yang menguasai 35% 
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saham Telkomsel, operator selular kedua di Indonesia (Lihat 
Kompas, 16 Desember 2002). 
 
4) Fase keempat tahun 2003 - sekarang 
Fase ini dimulai dengan adanya legalisasi privatisasi pada 
tingkat Undang-Undang yakni Undang-Undang Badan Usaha 
Milik Negara atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Dalam 
fase ini kritik dan menolak terhadap privatisasi semakin keras, 
kritikan itu hanya yang sekedar diartikan kalau BUMN dijual 
semua kita akan punya apa dan atau sekedar penolakan terhadap 
privatisasi bertumpu pada semangat nasionalisme ekonomi. Baik 
Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono telah memilih orang-
orang dalam menteri yang duduk di bidang perekonomian adalah 
orang-orang yang mempunyai rasionalitas ekonomi dan pro 
ekonomi pasar. Tetapi isu privatisasi lebih milik Laksamana 
Sukardi yang menjadi Menteri Negara BUMN pada kabinet 
Megawati dan Jusuf Kalla pada era SBY. Ini patut digarisbawahi 
sebagai acuan utama bahwa privatisasi pun telah didukung oleh 
menteri dan wakil presiden, itulah sebabnya pada periode walau 
penolakan privatisasi datang bertubi-tubi, karena dukungan dari 
para birokrat yang paham bahwa privatisasi adalah jalan keluar 
“terbaik” dalam kemelut permasalahan yang menimpa BUMN. 
Kritikan pun akhirnya bertepuk sebelah tangan. 
b. Definisi Privatisasi 
Berbagai literatur hukum dan ekonomi, tidak ada kesepakatan 
diantara para pakar mengenai definisi privatisasi. Namun yang pasti, 
dalam privatisasi mengisyaratkan adanya pengalihan aset negara atau 
fungsi negara sebagai penyelenggara layanan kepada sektor swasta. 
Privatisasi adalah istilah yang agak membingungkan. Istilah ini 
berkenaan dengan gagasan, kebijakan dan program yang sangat luas 
cakupannya. Secara makro, privatisasi berarti pengurangan peran 
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negara dalam kegiatan bisnis. Dilihat dari sisi mikro, privatisasi berarti 
transfer pemilikan negara kepada masyarakatnya. Sebagai gagasan, 
privatisasi pertama kali justru diperkenalkan oleh Peter Drucker dalam 
bukunya The Age of Discontinuity dengan merujuk pada divestasi 
perusahaan-perusahaan negara. Sebagai sebuah praktek, privatisasi 
menjadi arus utama sejak Perdana Menteri Margareth Thatcher 
melakukan privatisasi BUMN di Inggris pada tahun 1980-an. Pada 
tahun 1992, kelompok negara-negara OECD (Organisation for 
Economic Cooperation and Development) menyebarluaskan gagasan 
privatisasi perusahaan-perusahaan negara ke seluruh dunia sebagai 
sebuah panacea bagi inefisiensi bisnis yang dialami perusahaan-
perusahaan negara tersebut. Bahkan, ada yang berpendapat lebih 
ekstrem bahwa privatisasi menjadi penentu penggerak perekonomian 
negara-negara berkembang (Moeljono, 2004: 49-50). Di bawah ini 
akan penulis sampaikan pengertian mengenai privatisasi dari para ahli: 
1) Clementi  
Terdapat empat batasan dalam kebijakan Pemerintahan 
Thatcher, tentang institusi perusahaan sektor publik secara 
keseluruhan, antara lain: 
(a) Pemindahan kepemilikan perusahaan sektor publik ke swasta. 
(b) Liberalisasi aktivitas melalui kompetisi. 
(c) Menghapus fungsi tertentu yang dilakukan oleh sektor publik 
secara bersamaan atau melakukan sub kontrak kepada sektor 
swasta, sehingga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih 
rendah. 
(d) Mengurangi jasa sektor publik yang tidak mempunyai nilai 
manfaat (Bastian, 2002: 20). 
 
2) Pirie 
Ide privatisasi melibatkan pemindahan produksi barang 
dan jasa sektor publik ke sektor swasta. Pemindahan ini 
mengakibatkan perubahan manajemen perusahaan sektor publik ke 
mekanisme swasta. Privatisasi lebih merupakan metode, bukan 
semata-mata kebijakan final. Sebuah metode regulasi yang 
memiliki kecenderungan untuk mengatur ekonomi sesuai 
mekanisme pasar (Bastian, 2002: 20). 
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3) Joseph Stiglitz 
Privatisasi adalah lawan dari nasionalisasi. Ia 
menyampaikan bahwa proses konversi perusahaan swasta (private 
enterprise) menjadi perusahaan negara (public enterprise) disebut 
nasionalisasi, sementara proses pengonversian perusahaan negara 
menjadi perusahaan swasta disebut sebagai privatisasi (Moeljono, 
2004: 51). 
4) Pang Lay Kim (Jurnal Analisa Maret-April 1986) 
Perumusan terbaik dari privatisasi adalah suatu proses 
pengalihan pemilikan dan pengawasan atau penguasaan penuh 
suatu aset kepada sektor swasta. Dalam pelaksanaannya ini berarti 
bahwa penguasaan akan berada swasta bila pemilikannya melebihi 
50 %. Akan tetapi dalam praktek mungkin pemilikan minoritas 
dalam tangan Pemerintah masih memungkinkan Pemerintah 
memegang kedudukan yang berpengaruh, misalnya pemberian 
berbagai izin untuk menjalankan usaha atau penentuan saham 
prioritas. 
5) Peacock 
Privatisasi, pada umumnya didefinisikan sebagai 
pemindahan industri dari milik pemerintah ke sektor swasta yang 
berimplikasikan bahwa saham dominan dalam pemilikan aktiva 
akan berpindah ke pemegang saham swasta. Privatisasi juga 
mencakup perubahan “dari dalam ke luar”, di mana terdapat 
kontrak pembelian dan jasa pemerintahan (Prasetyoantono, 2000: 
28) 
Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 
pada dasarnya privatisasi mencakup dua hal pokok, yaitu proses 
divestasi dan non divestasi. Privatisasi yang dilakukan dalam 
bentuk divestasi ditandai dengan pemindahtanganan kepemilikan 
pemerintah, baik sebagian maupun keseluruhan kepada pasar. 
Cara pemindahtanganan ini dapat dilakukan dengan go public 
melalui pasar modal atau private placement dengan menempatkan 
secara langsung saham BUMN kepada strategic investor atau 
perusahaan swasta yang dipilih lainnya. Dalam memilih kebijakan 
privatisasi yang bersifat divestasi, pemerintah harus 
memperhatikan, pertama, apakah penjualan aset akan mendorong 
persaingan/kompetisi di dunia bisnis. Dalam hal ini, persaingan di 
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dunia bisnis tidak akan tercapai apabila penjualan aset negara 
hanya bersifat pengalihan kekuasaan monopoli dari negara menuju 
swasta. Kedua, apakah hasil penjualan aset BUMN ini akan secara 
riil memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Secara 
konseptual penjualan saham-saham BUMN seharusnya mampu 
membawa perekonomian nasional ke dalam kondisi yang lebih 
baik. Hasil dari penjualan saham BUMN selain dapat digunakan 
untuk memperbaiki kondisi BUMN, dapat juga digunakan untuk 
fungsi fiskal yakni, menambal utang negara.  
Prinsip nondivestasi dalam privatisasi pada dasarnya tidak 
disertai pemindahantanganan aset ataupun saham perusahaan 
BUMN dari pemerintah kepada swasta. Konsep dasar privatisasi 
ini adalah bahwa persaingan, efisiensi, dan keandalan manajemen 
suatu perusahaan tidak ditentukan oleh kepemilikan, ditangan 
negara atau ditangan swasta, tetapi lebih dipengaruhi sifat 
wirausaha dan lingkungan bisnis. Pertanyaan pokok terhadap 
konsep privatisasi nondivestasi adalah, pertama, apakah 
manajemen BUMN mampu berperilaku sebagai wiraswasta, dan 
kedua, apakah pemerintah mampu memperlakukan BUMN 
sebagaimana layaknya perusahaan dan perusahaan menaati asas 
good corporate governance. 
c. Tujuan Privatisasi 
Setiap kebijakan yang dikeluarkan tentunya mempunyai 
tujuan. Tujuan privatisasi adalah sebagai berikut (Laporan Public 
Service Social International, 2000: 23 dalam Heyneardhi, 2004): 
1) Tujuan politik 
a) Menyesuaikan diri dengan ideologi pro pasar dan pro bisnis. 
b) Membangun atau memapankan sebuah sistem hak 
kepemilikan. 
2) Tujuan ekonomi makro 
a) Membangun sektor privat yang kokoh sebagai mesin 
pertumbuhan. 
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b) Menarik modal privat bagi pembangunan infrastruktur. 
c) Mengembalikan utang negara dan/atau mengurangi pinjaman. 
d) Mengarahkan kembali subsidi ke pos-pos pengeluaran negara 
lainnya. 
e) Mengerahkan kembali kapasitas administratif negara. 
f) Mengurangi korupsi atas sumberdaya-sumberdaya negara. 
g) Membuat garis besar antar politisi dan manajemen. 
3) Tujuan ekonomi mikro 
a) Meningkatkan efisiensi, performa, dan produktivitas. 
b) Memungkinkan diversifikasi. 
c) Mendapatkan akses pasar modal intenasional. 
d) Memulai atau memperkuat kompetisi/managerial. 
e) Mengkomersialisasikan perilaku konsumen. 
f) Mendapatkan akses pada pengetahuan, teknik, dan 
keterampilan dari pihak ekternal. 
g) Menyediakan insentif personal baik bagi pihak manajemen 
karyawan. 
 
Iwan Jaya Azis (2002: 342-343), menjelaskan tujuan 
privatisasi adalah: 
Pertama, untuk menghasilkan penerimaan bagi negara. Ini 
terutama berlaku apabila penjualan atau pengalihan aset merupakan 
cara yang dipilih. Banyak negara telah mengambil jalur ini, meskipun 
penggunaan hasil penjualan bisa bervariasi dari waktu ke waktu dan 
satu negara ke negara lain. Sebagai contoh, negara-negara Amerika 
latin pada awal 1980-an memanfaatkan program privatisasi dengan 
menggunakan hasil penjualan untuk membayar sebagian besar utang 
mereka yang semakin bertumpuk. Kasus di negara-negara Eropa 
Barat, hasil penjualan privatisasi perusahaan milik negara digunakan 
untuk tujuan lainnya seperti mendanai program restrukturisasi 
perusahaan-perusahaan milik negara lainnya atau menyediakan 
program kesejahteraan sosial, seperti tunjangan untuk pensiun dan 
tunjangan pengangguran. Dalam negara-negara yang memiliki defisit 
anggaran yang kronis, motivasi utama dari penjualan aset BUMN 
kemungkinan besar adalah untuk meningkatkan penerimaan 
pemerintah (tujuan fiskal).  
Kedua, untuk menyelesaikan masalah dalam perusahaan 
negara yang sudah sakit. Alasan yang mendasarinya adalah sebagai 
berikut: orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut biasanya 
dibayar murah dan mereka tidak mendapat insentif untuk yang 
mempunyai kinerja baik. Terlebih lagi, banyak tujuan soial yang 
menempel pada misi perusahaan negara. Ini argumen yang biasanya 
dilontarkan untuk menjelaskan mengapa perusahaan negara tidak 
berfungsi dengan baik. Sebagai jalan keluar, diusulkan untuk 
mensubkontrakkan atau menyewakan sebagai waralaba kepada 
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perusahaan swasta yang mampu memberikan gaji yang lebih memadai 
serta insentif yang lebih baik bagi pekerja-pekerjanya (Azis, 2002: 
342-343). 
 
Dari kedua tujuan diatas, tujuan kedua sering 
dipermasalahkan: selain tidak didukung oleh berbagai penelitian yang 
meyakinkan. Para pengkritik akan dengan mudah melontarkan 
pendapat, apakah kinerja perusahaan negara yang diprivatisasi akan 
dengan cepat mendapat keuntungan. Dengan kinerja akibat privatisasi 
yang masih dipertanyakan, kinerja perusahaan yang buruk pun tidak 
menjadi tujuan utama dari privatisasi. Banyak klaim mengatakan 
bahwa perluasan kepemilikan dalam program privatisasi dapat 
memperbaiki distribusi pendapatan dan kekayaan negara. Lebih lagi, 
para karyawan diharapkan meningkatkan kinerja jika mereka merasa 
memiliki saham dalam perusahaan.  
Apapun cara yang dipilih, tujuan terpenting privatisasi adalah 
peningkatan efisiensi. Untuk itu, perubahan-perubahan besar dalam 
cara perusahaan bereaksi terhadap kondisi pasar yang baru harus 
ditingkatkan. Tetapi butuh, sebuah kebijakan pendukung. Jika 
peningkatan ingin dicapai, pasar yang kompetitif perlu diciptakan 
sehingga harga yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar dan 
benar-benar menggambarkan kelangkaan sumber daya yang ada. 
Tanda-tanda yang diharapkan antara lain: perilaku yang 
mengingkatkan efisiensi (sebagai reaksi wajar terhadap lingkungan 
pasar yang memberikan kesempatan masuk dan keluar secara bebas) 
dan peningkatan kualitas manajemen (pasar untuk manajer mulai 
tercipta).  
d. Bentuk-Bentuk Privatisasi 
Privatisasi dapat diasumsikan dalam berbagai bentuk, tetapi 
ada tiga macam yang paling umum (Bastian, 2002: 24-25): 
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1) The Sale of an Existing State Owned Enterprise 
Bentuk ini banyak terdapat di Eropa, di negara 
berkembang dan bentuk ekonomi di negara-negara Eropa Timur 
dan Bekas Uni Soviet. Di Eropa Barat, privatisasi dilakukan 
terhadap perusahaan negara skala besar, seperti utilitas publik, 
transportasi dan industri berat. Di Eropa Timur dan Bekas Uni 
Soviet, privatisasi dilakukan terhadap perusahaam milik negara 
dari skala kecil sampai skala besar. Di antaran negara 
berkembang, juga ditemukan perusahaan kecil dan besar milik 
negara yang diprivatisasi. 
2) Use of Private financing and Management rather than Public for 
New Infrastructure Development 
Bentuk privatisasi di mana kondisi perusahaan swasta di 
suatu negara lebih baik dari perusahaan sektor publik tradisional 
dalam pengembangan infrastruktur. Situasi ini menjadikan 
privatisasi cepat menjadi populer, setidak-tidaknya dalam 
experimental sense hampir di setiap tempat. 
3) Outsourcing (Contracting Out to Private Vendor) 
Bentuk privatisasi di mana terjadi pelepasan fungsi sektor 
publik konvensional seluruhnya dikontrakkan ke vendor swasta. 
 
e. Pengaturan Privatisasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 
Di bawah ini akan dijelaskan tentang pengaturan privatiasi 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara: 
1) Definisi Privatisasi 
Definisi privatisasi yang dianut oleh UU Nomor 19 Tahun 
2003 tentang BUMN didasarkan pada nilai dasar privatisasi yakni 
pengalihan sebagian atau keseluruhan kepemilikan negara kepada 
swasta. Definisi privatisasi dalam UU Nomor 19 Tahun 2003, 
diatur dalam Pasal 1  angka 12 yang berbunyi: Privatisasi adalah 
penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya 
kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai 
perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, 
serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. 
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Definisi mengenai privatisasi diatas dapat dijelaskan 
bahwa program privatisasi, dalam UU Nomor 19 Tahun 2003, 
hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yang berbentuk Persero 
sepanjang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan di sektor kegiatan yang dilakukan oleh Persero tersebut. 
BUMN Persero dapat diprivatisasi karena selain dimungkinkan 
oleh ketentuan di bidang pasar modal juga karena pada umumnya 
hanya BUMN Persero yang telah bergerak dalam sektor-sektor 
yang kompetitif. Privatisasi senantiasa memperhatikan manfaat 
bagi rakyat. 
2) Maksud dan Tujuan Privatisasi 
Maksud dan tujuan privatisasi terdapat dalam Pasal 74 UU 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam pasal itu 
menyatakan bahwa maksud dan tujuan privatisasi adalah. 
(1) Privatisasi dilakukan dengan maksud guna untuk: 
a Memperluas kepemilikan masyarakat atas persero; 
b Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan; 
c Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan 
yang baik/kuat; 
d Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; 
e Menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi 
pasar; 
f Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas 
pasar. 
(2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja 
dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan saham Persero. 
 
Dengan dilakukannya privatisasi diharapkan akan terjadi 
perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya 
pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum ataupun 
melalui penyertaan langsung. Perusahaan akan dihadapkan pada 
kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan yang 
merupakan persyaratan utama dari suatu proses go public, atau 
adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai 
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akibat masuknya pemegang saham baru. Budaya perusahaan yang 
berubah tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja 
perusahaan yang selanjutnya akan mempertinggi daya saing 
perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik 
nasional, regional, bahkan global sehingga pada akhirnya akan 
dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap 
perekonomian nasional dalam bentuk barang dan jasa yang 
semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerimaan 
negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula. 
Meskipun privatisasi bertujuan untuk melakukan efisiensi, 
sedapat mungkin tidak sampai menimbulkan keresahan bagi 
karyawan. Oleh karena itu dalam melaksanakan privatisasi sejauh 
mungkin perlu diupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan 
kerja (PHK). PHK hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 
tertentu setelah privatisasi, kecuali karyawan melakukan tindakan-
tindakan yang melanggar hukum. Selanjutnya apabila terjadi PHK, 
pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya agar karyawan 
dan serikat pekerja maupun masyarakat mampu memahami 
manfaat privatisasi pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang 
manfaat privatisasi secara terarah dan konsisten.  
3) Tata Cara Privatisasi 
Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
BUMN ini juga mengatur tentang tata cara privatisasi. Tata cara 
ini terdapat dalam Pasal 78 yang menyatakan bahwa: 
Privatisasi dilaksanakan dengan cara: 
1) Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal 
Yang dimaksud dengan penjualan saham berdasarkan 
ketentuan pasar modal antara lain meliputi: penjualan saham 
melalui penawaran umum, penerbitan obligasi konversi, dan 
efek lain yang bersifat ekuitas. Termasuk dalam pengertian ini 
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adalah penjualan saham kepada mitra strategis bagi BUMN 
yang telah terdaftar dalam bursa efek. Penjualan saham kepada 
publik (Initial public offering) ini merupakan langkah ideal 
privatisasi BUMN. IPO akan mendatangkan keuntungan yaitu 
adanya sifat transparansi dan memberikan kesempatan yang 
sama bagi semua pihak untuk ikut membeli saham-saham 
BUMN, termasuk investor asing. 
2) Penjualan saham langsung kepada investor 
Yang dimaksud dengan penjualan saham langsung 
kepada investor adalah penjualan saham kepada mitra 
strategis. Cara ini berlaku bagi penjualan saham BUMN yang 
belum terdaftar dalam bursa efek. 
3) Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang 
bersangkutan. 
Yang dimaksud dengan penjualan saham kepada 
manajemen dan/atau karyawan adalah penjualan sebagian 
besar atau seluruh saham suatu perusahaan kepada manajemen 
dan/atau karyawan perusahaan yang bersangkutan.  
 
4) Kriteria Perusahaan yang dapat Diprivatisasi 
Tidak semua BUMN dapat diprivatisasi, Undang-Undang 
ini membatasi hanya BUMN Persero yang dapat diprivatisasi. 
Kriteria perusahaan yang dapat diprivatisasi terdapat dalam Pasal 
75 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan bahwa: 
(1) Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya 
memenuhi kriteria: 
a) Industri/sektor usahanya kompetitif; atau 
b) Indutri/sektor usaha yang teknologinya cepat berubah. 
(2) Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan 
kewajiban umum dan/atau yang berdasarkan undang-undang 
kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat 
dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian 
perusahaan untuk selanjutnya diperlukan dapat diprivatisasi. 
Yang dimaksud dengan indutri/sektor usaha kompetiitf 
adalah industri/sektor usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan 
oleh siapa saja, baik BUMN maupun swasta. Dengan kata lain, 
tidak ada peraturan perundang-undangan (kebijakan sektoral) yang 
melarang swasta melakukan kegiatan di sektor tersebut, atau 
tegasnya sektor tersebut semata-mata dikhususkan untuk BUMN. 
 xlii 
Yang dimaksud dengan industri/sektor usaha yang unsur 
teknologinya cepat berubah adalah industri/sektor usaha 
kompetitif dengan ciri utama terjadinya perubahan teknologi yang 
sangat cepat dan memerlukan investasi yang sangat besar untuk 
mengganti teknologinya.  
5) Kriteria Perusahaan yang tidak dapat Diprivatisasi 
Walau sudah membatasi hanya Persero yang dapat 
diprivatisasi, tapi tidak semua Persero harus diprivatisasi. Kriteria 
Persero yang tidak dapat diprivatisasi ada pada Pasal 77 UU 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa: 
Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah: 
a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan hanya dapat dikelola oleh BUMN; 
b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan 
pertahanan dan keamanan negara; 
c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah 
diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu 
yang hanya berkaitan dengan kepentingan masyarakat; 
d. Persero yang bergerak di bidang sumber daya alam yang 
secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dilarang untuk diprivatisasi. 
 
6) Prinsip-Prinsip Privatisasi 
Prinsip privatisasi diatur pada Pasal 75 UU Nomor 19 
Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa: Privatisasi 
dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, 
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. 
Pelaksanaan privatisasi dilakukan secara transparan, baik 
dalam proses penyiapan maupun dalam pelaksanaannya. Proses 
privatisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur 
privatisasi yang telah ditetapkan tanpa ada intervensi dari pihak 
lain di luar mekanisme korporasi dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Proses privatisasi juga dilakukan dengan 
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berkonsultasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait sehingga 
proses dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat.  
Dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 menjelaskan apa yang 
dimaksud dengan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.  
Prinsip transaparansi adalah keterbukaan dalam 
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan 
dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai 
perusahaan. Prinsip kemandirian adalah keadaaan di mana 
perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan 
dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip 
korporasi yang sehat. Prinsip akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, 
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan 
perusahaan terlaksana efektif. Prinsip pertanggungjawaban dan 
kewajaran, yakni kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan 
terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip 
korporasi yang sehat. 
7) Komite Privatisasi 
Pemerintah membentuk Komite Privatisasi. Pembentukan 
komite ini sebenarnya sudah dilakukan melalui Keputusan 
Presiden Nomor 133 Tahun 2000 tentang Tim Privatisasi. Komite 
Privatisasi diatur pada Pasal 79 – Pasal 81 UU Nomor 19 Tahun 
2003 tentang BUMN. Pada Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 
2003, Komite Privatisasi dipimpin oleh Menteri koordinator yang 
membidangi perekonomian dengan anggota, yaitu Menteri, 
Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis tempat Persero melakukan 
kegiatan usaha. Tugas Komite Privatisasi diatur pada Pasal 80 UU 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa 
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(1) Komite Privatisasi bertugas untuk: 
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan 
persyaratan pelaksanaan privatisasi; 
b. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
mempelancar proses privatisasi; 
c. Membahas dan memberikan jalan keluar atas 
permasalahan strategis yang timbul dalam proses 
privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan 
sektoral pemerintah. 
(2) Komite Privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dapat mengundang, meminta 
masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain 
yang dipandang perlu. 
(3) Ketua Komite Privatisasi secara berkala melaporkan 
perkembangan pelaksanaan tuganya kepada Presiden. 
 
8) Hasil Privatisasi 
Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
BUMN menyatakan bahwa hasil privatisasi dengan cara penjualan 
saham milik negara disetor langung ke kas negara. Privatisasi di 
Indonesia menganut fungsi fiskal, yakni untuk menambal 
kebocoran anggaran karena pembayaran utang kepada kreditor. 
Banyak kritik yang akan dilontarkan kepada pemerintah apabila 
privatisasi BUMN, digunakan untuk menambal APBN, apabila itu 
tidak dilakukan pengawasan maka dapat terjadi privatisasi secara 
cepat (fast track privatization) yang menekankan pada prinsip asal 
jual dan asal laku.  
2. Tinjauan tentang Pengaturan Ketenagalistrikan 
Dalam undang-undang ketenagalistrikan yang baru ini, ada 
beberapa pembaharuan dibandingkan undang-undang ketenagalistrikan 
sebelumnya, yakni: 
a. Perspektif dasar 
Penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien 
melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat 
dengan memberikan perlakuan sama kepada semua pelaku usaha dan 
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memberikan manfaat yang adil dan merata kepada konsumen. Bahwa 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan penciptaan 
persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama 
kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha di bidang 
ketenagalistrikan. Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan menganut 
asas manfaat, efisiensi, berkeadilan, berkesamaan, optimasi ekonomis 
dalam pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, percaya dan 
mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan 
serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. 
b. Kompetisi, yang diatur dalam: 
1) Usaha pembangkitan tenaga listrik dilakukan berdasarkan 
kompetisi (Pasal 17 ayat 1). 
2) Larangan penguasaan pasar meliputi segala tindakan yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli (Pasal 17 ayat 3). 
3) Usaha transmisi dan distribusi tidak dikompetisikan (Pasal 18 ayat 
1 dan Pasal 19 ayat 1). 
4) Pelayanan penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang 
tersambung, pada tegangan tinggi dan tegangan menengah 
dilakukan berdasarkan kompetisi (Pasal 21) dan khusus untuk 
penjualan kepada konsumen yang tersambung pada tegangan 
rendah harus dilakukan seizin Badan Pengawas Pasar Tenaga 
Listrik. 
5) Harga Jual Tenaga Listrik di sisi pembangkit tenaga listrik dan 
harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan tinggi dan 
konsumen tegangan menengah didasarkan pada kompetisi yang 
wajar dan sehat serta diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga 




c. Partisipasi sektor privat 
1) Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, meliputi usaha 
pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan, agen penjualan, 
pengelola pasar tenaga listrik, dan pengelola system tenaga listrik 
(Pasal 8 ayat 2), di wilayah yang menerapkan kompetisi dapat 
dilaksanakan oleh Badan Usaha (Pasal 9). 
2) Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi 
atau swasta (Pasal 1 ayat 27) dan usaha transmisi tenaga listrik 
dilaksanakan dengan memberi kesempatan pertama pada BUMN 
(Pasal 18 ayat 3). 
3) Usaha distribusi tenaga listrik dilaksanakan dengan memberikan 
kesempatan pertama kepada BUMN (Pasal 19 ayat 3). 
4) Pengelola pasar tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha yang 
akuntabel dan tidak berpihak dalam memberikan pelayanan (Pasal 
22). 
5) Pengelola system tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha 
yang akuntabel dan tidak berpihak dalam memberikan pelayanan 
operasi system (Pasal 24). 
6) Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah yang belum 
menerapkan kompetisi dapat dilakukan secara terintegrasi, 
dilakukan oleh BUMN, BUMD, koperasi, swasta, atau swadaya 
masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 30).  
d. Peran pemerintah 
1) Menetapkan rencana umum ketenagalistrikan nasional (Pasal 5 
ayat 2) yakni rencana pengembangan system penyediaan tenaga 
listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan 
distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi 
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kebutuhan tenaga listrik di suatu wilayah, antarwilayah, atau 
secara nasional (Pasal 1 ayat 17). 
2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana 
pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu 
kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana 
penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, 
pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, dan pembangunan 
listrik perdesaan (Pasal 7). 
3) Memberikan ijin usaha (Pasal 10) dan mengatur harga jual listrik 
(Pasal 41) di wilayah yang belum menerapkan system kompetisi. 
4) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Pengawas Pasar 
Tenaga Listrik melakukan pembinaan dan pengawasan umum 
terhadap usaha ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya 
masing-masing (Pasal 50 ayat 1). 
e. Badan pengawas pasar ketenagalistrikan 
1) Merupakan badan pemerintah yang memiliki kewenangan dan 
tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang independent 
untuk melaksanakan pengaturan dan melaksanakan pengawasan 
penyediaan tenaga listrik (Pasal 1 ayat 26).  
2) Berfungsi mengatur dan mengawasi usaha penyediaan tenaga 
listrik di wilayah yang telah menerapkan kompetisi (Pasal 51 ayat 
2). 
3) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertugas dan berwenang: 
a) menjabarkan dan menerapkan kebijakan umum Pemerintah 
dalam pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik; 
b) mencegah persaingan usaha tidak sehat; 
c) mengatur harga jual tenaga listrik pada Usaha Penjualan 
Tenaga Listrik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 
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(2), biaya penyediaan fasilitas untuk menjaga mutu dan 
keandalan sistem tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 39, dan harga sewa transmisi dan harga sewa distribusi 
tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; 
d) memantau dan mengawasi pelaksanaan ketentuan mengenai 
pungutan sarana transmisi dan pungutan sarana distribusi 
tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) 
dan ayat (3); 
e) mengawasi harga jual tenaga listrik pada sisi yang 
dikompetisikan pada Usaha Pembangkitan dan Agen 
Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
38 ayat ( 1); 
f) mengatur dan mengawasi Usaha Pengelola Pasar Tenaga 
Listrik dan Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik; 
g) menetapkan wilayah Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan 
Usaha Penjualan Tenaga Listrik; 
h) menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk 
setiap jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); 
i) memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan izin dipatuhi oleh pemegang Izin Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik; 
j) melakukan dengar pendapat dengan publik dan menetapkan 
aturan penanganan pengaduan konsumen. 
k) memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul dalam 
kompetisi dan pelayanan; 
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l) menerapkan sanksi administratif kepada pemegang Izin Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik atas pelanggaran ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan perizinan; dan 
m) menjamin pasokan tenaga listrik. 
f. Hak konsumen 
1) mendapat pelayanan yang baik; 
2) mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan 
keandalan yang baik; 
3) memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar; 
4) mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga 
listrik; dan 
5) mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan 
kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang Izin 
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur 
dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. 
UU Ketenagalistrikan ini praktis mengakhiri monopoli PLN, 
khususnya di wilayah yang menerapkan kompetisi, yakni pada system 
Jawa, Bali, dan Madura, dan memulai era baru kompetisi penyediaan 
tenaga listrik terutama pada sisi pembangkitan dan penjualan. Dimana 
dalam kompetisi tersebut, bahkan PLN sekalipun terikat pada peraturan 
perundang-undangan tentang larangan monopoli yang meliputi aturan 
(Pasal 17 ayat 3): 
a. menguasai kepemilikan; 
b. menguasai sebagian besar kapasitas terpasang pembangkitan tenaga 
listrik dalam satu wilayah kompetisi; 
c. menguasai sebagian besar kapasitas pembangkitan tenaga listrik pada 
posisi beban puncak; 
d. menciptakan hambatan masuk pasar bagi Badan Usaha lainnya; 
e. membatasi produksi tenaga listrik dalam rangka mempengaruhi pasar; 
f. melakukan praktik diskriminasi; 
g. melakukan jual rugi dengan maksud menyingkirkan usaha pesaingnya; 
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h. melakukan kecurangan usaha; dan/atau 
i. melakukan persekongkolan dengan pihak lain. 
 
Pemerintah berdasarkan UU ini masih menetapkan bahwa 
jaringan transmisi dan distribusi sebagai entitas yang tidak dapat 
dikompetisikan karena memiliki pasar monopoli alamiah. Meski demikian 
sektor privat tetap diijinkan untuk partisipasi dalam kedua sektor ini 
walaupun sesuai ketentuan Pasal 18 dan kesempatan pertama tetap 
diberikan kepada BUMN. Dengan begitu, pada semua sisi penyediaan 
listrik di Indonesia tidak ada lagi yang terbebas dari keterlibatan sektor 
privat bahkan sektor swasta juga tidak hanya dapat sebagai provider, 
tetapi dalam beberapa hal aspek pengaturan, ini disebabkan karena akan 
dibukanya kesempatan bagi swasta untuk menjadi pengelola listrik dan 
pengelola sistem tenaga listrik. 
Demikian pula tidak terbatas pada wilayah yang menerapkan 
kompetisi, berdasarkan Pasal 30, sektor privat juga dapat berpartisipasi di 
wilayah yang tidak kompetisi. Anehnya, berdasarkan ketentuan Pasal ini 
disebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah yang belum 
menerapkan kompetisi dapat saja dilakukan secara terintegrasi. Di dalam 
bagian penjelasan pasal ini menyatakan bahwa pasal yang dimaksud 
secara integrasi adalah kepemilikan secara vertikal sarana penyediaan 
listrik mulai dari pembangkitan sampai penjualan tenaga listrik 
(penjelasan Pasal 32). Jika demikian adanya, tidakkah berarti UU 
ketenagalistrikan membuka peluang kepada sektor privat untuk 
memonopoli industri ketenagalistrikan. 
3. Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Negara 
a. Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Sebelum Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang  Badan Usaha Milik Negara 
Sejarah pengaturan BUMN di Indonesia, sebelum berlakunya 
UU Nomor 19 Tahun 2003 di bagi dalam tiga tahap: (Kansil, 1995: 
90-120): 
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1) Perusahaan Negara sebelum tahun 1960 
a) Perusahaan Negara IBW (Indonesische Bedrijven Wet-UUPI) 
Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419 yang telah beberapa kali 
diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850). Perusahaan 
Negara IBW terletak dalam bidang hukum publik, khususnya 
Hukum Administrasi Negara, sehingga anggaran belanjanya 
dimasukkan dalam APBN, misal: Jawatan Pegadaian, Percetakan 
Negara. 
b) Perusahaan Negara ICW (Indonesische Comptabiliteit Wet-
Undang-Undang Perbendaharaan Negara) Staatsblad Tahun 1864 
Nomor 106 diumumkan lagi dengan Staatsblad 1925 Nomor 48 
dan diubah lagi dengan Lembaran Negara Tahun 1948 Nomor 
334. Perusahaan negara yang termasuk didalamnya antara lain: 
Pabrik farmasi (Depkes), PLN (DPU), Damri (Dephub). 
2) Perusahaan Negara berdasarkan Undang-Undang tertentu 
a) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1952 tentang Badan 
Industri Negara (BIN) yang berdasarkan dalam bidang 
perindustrian, perdagangan dan perkebunan. 
b) Perusahaan asing dinasionalisasikan 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1958, 
perusahaan Belanda ditempatkan dalam penguasaan Pemerintah 
Republik Indonesia yang dibentuk badan-badan penguasaan: 
(1) Badan Urusan Dagang (BUD) untuk perusahaan-perusahaan 
dagang Belanda dinasionalisasikan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1959. 
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(2) Badan Penguasaan Perusahaan Pharmasi (BAPPHAR) untuk 
perusahaan pharmasi Belanda yang dinasionalisasikan dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1960. 
(3) Badan Pengusahaan Perusahaan Industri (BAPPI) untuk 
perusahaan industri Belanda dinasionalisasikan dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1959. 
(4) Pusat Perkebunan Negara Baru (PPN Baru) untuk perusahaan 
perkebunan Belanda dinasionalisasikan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 4 dan Nomor 19 Tahun 1959. 
3) Perusahaan Negara yang dibentuk berdasarkan Kitab Undang-Undang 
Hukum Dagang (KUHD) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). 
4) Usaha Negara dengan modal Pemerintah dalam bentuk yayasan, 
misal: Yayasan Urusan Badan Makanan, Yayasan Motor, Yayasan 
Prapanca (Departemen Penerangan). 
5) Perusahaan Negara menurut Undang-Undang Nomor 19/Prp/1960. 
Dasarnya adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan UUD 1945 
Pasal 33, Pemerintah negara perlu menyeragamkan bentuk-bentuk 
usaha negara, maka lahirlah Perpu Nomor 19 Tahun 1960 lalu 
dijadikan Undang-Undang Nomor 19/Prp/1960 (selanjutnya disebut 
UU Nomor 19/PrP/1960) dengan salah satu pertimbangannya “Semua 
kegiatan perusahaan negara ditujukan ke arah pembangunan ekonomi 
dengan mengutamakan kebutuhan rakyat, ketenteraman serta 
kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan 
makmur”. Perusahaan negara menurut UU Nomor 19/Prp/1960 adalah 
“Semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk 
seluruhnya merupakan kekayaan negara RI, kecuali jika ditentukan 
lain atau berdasarkan Undang-Undang.” Dengan demikian, modal 
perusahaan negara terdiri dari kekayaan negara yang dipisahkan dan 
tak dibagi dalam saham. Sedangkan sifat dari perusahaan negara 
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menurut UU Nomor 19/Prp/1960 merupakan kesatuan produksi 
perusahaan yang memberi jasa, menyelenggarakan kepentingan umum 
dan memupuk keuntungan, baik di bidang industri, pertambangan, 
perdagangan dengan tujuan membangun ekonomi nasional. 
6) Perusahaan Negara Menurut UU Nomor 9 Tahun 1969/Perpu Nomor 
1 Tahun 1969/Inpres RI Nomor 17 Tahun 1967 tentang pengarahan 
dan penyederhanaan perusahaan negara dalam tiga bentuk usaha 
negara, yaitu: 
a) Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) 
b) Perusahaan Negara Perum (Perum) 
c) Perusahaan Negara Persero (Persero) 
Maksud dan tujuan perusahaan negara adalah: 
a) Memberi sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara 
pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. 
b) Mengadakan pemupukan keuntungan pendapatan. 
c) Menyelenggarakan pelayanan umum yang berupa barang dan jasa 
yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. 
d) Memberi bimbingan kepada sektor swasta atau golongan ekonomi 
lemah. 
e) Menjadi perintis kegiatan usaha yang tidak dapat dilaksanakan 
oleh swasta dan koperasi. 
f) Turut serta aktif dalam melaksanakan dan menunjang pelaksanaan 
kebijakan program Pemerintah. 
Setelah UU Nomor 9 Tahun 1969/Perpu Nomor 1 Tahun 
1969/Inpres RI Nomor 17 Tahun 1967 tentang pengarahan dan 
penyederhanaan perusahaan negara dalam tiga bentuk usaha negara, 
Pemerintah tidak membuat peraturan yang mengatur BUMN dalam 
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bentuk undang-undang, kecuali UU Nomor 19 Tahun 2003. Sejalan 
dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, Pemerintah 
membuat pedoman pembinaan BUMN yang mengatur secara rinci hal-
hal yang berkaitan dengan mekanisme pembinaan dan pengawasan 
yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, 
kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO), Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum 
(PERUM) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang 
Perusahaan Jawatan (PERJAN). Berbagai Peraturan Pemerintah 
tersebut memberikan arahan yang lebih pasti mengenai sistem yang 
dipakai dalam upaya peningkatan kinerja BUMN, yaitu berupa 
pemberlakuan mekanisme korporasi secara jelas dan tegas dalam 
pengelolaan BUMN. 
b. Badan Usaha Milik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2003 
Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 19 Tahun 2003) 
mengisyaratkan bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah 
satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan 
demokrasi ekonomi serta memiliki peranan penting dalam 
penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat. UU Nomor 19 Tahun 2003 dapat 
menggantikan peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN 
yang sebelumnya karena dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan 
perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, 
baik secara nasional maupun internasional.   
Dalam UU Nomor 19 Tahun 2003, pada Pasal 1 angka 1 
Ketentuan Umum dijelaskan yang dimaksud dengan Badan Usaha 
Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
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modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung 
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. UU ini juga 
meyebutkan macam-macam BUMN. Macam BUMN yang diatur 
dalam Pasal 9 UU Nomor 19 Tahun 2003, BUMN terdiri dari Persero 
dan Perum. Perjan sudah tidak termasuk lagi dalam macam-macam 
BUMN menurut UU Nomor 19 Tahun 2003.  
Pendirian BUMN tentunya mempunyai maksud dan tujuan. 
Maksud dan tujuan pendirian BUMN terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) 
UU Nomor 19 Tahun 2003 adalah: 
1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian 
nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; 
2) mengejar keuntungan; 
3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan 
hajat hidup orang banyak; 
4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat 
dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; 
5) turut aktif  memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha 
golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. 
 
Kehidupan sehari-harinya sebuah perusahaan membutuhkan 
modal untuk menjalankan roda perusahaannya, tak terkcuali BUMN. 
Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan “Modal 
BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang 
dipisahkan.” Sedang pada ayat (2) menyatakan “Penyertaan modal 
negara dalam rangka pendirian atau penyertaan BUMN bersumber 
dari: 
1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
2) Kapitalisasi cadangan; 
3) Sumber lainnya. 
Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau 
perseroan terbatas dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Pasal 4 ayat 
(3) UU Nomor 19 Tahun 2003). Setiap perubahan penyertaan modal 
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negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa 
penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur 
kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, 
ditetapkan dengan peraturan Pemerintah (Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 
19 Tahun 2003). Pengecualian dari ayat (4), bagi penambahan 
penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan 
sumber lainnya (Pasal 4 ayat (5) UU Nomor 19 Tahun 2003). 
Sedang yang melakukan pengurusan terhadap BUMN adalah 
Direksi (Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003). Dalam ayat (2), 
Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk 
kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam 
maupun di luar pengadilan. Di ayat (3), dalam melaksanakan 
tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan 
peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-
prinsip profesionalitas, efisiensi, transparansi, kemandirian, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Dalam penjelasan 
Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa Direksi selaku organ BUMN yang 
ditugasi melakukan pengurusan tunduk pada semua peraturan yang 
berpegang pada penerapan prinsip-prinsip good corporate governance 
yang meliputi: 
1) transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan 
informasi material dan relevan mengenai perusahaan; 
2) kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara 
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari 
pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 
3) akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan 
terlaksana secara efektif; 
4) kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan 
terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip 
korporasi yang sehat. 
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Undang-Undang BUMN ini dirancang untuk menciptakan 
sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip 
efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai 
(value) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan 
pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (good 
governance government). Undang-undang ini dimaksudkan untuk 
memenuhi visi pengembangan BUMN di masa yang akan datang dan 
meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan 
yang baik. Penerapan prinsip tersebut sangat penting dalam 
pengawasan BUMN. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan 
ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia antara lain 
menyebabkan perusahaan-perusahaan negara tersebut tidak 
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam 
UU Nomor 19 Tahun 2003 ini terdapat empat hal yang dapat dinilai 
sebagai dukungan terhadap BUMN Persero. Pertama, dinyatakan: 
terhadap Persero berlaku UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas dan pemegang kekuasaan tertinggi Persero adalah 
RUPS. Kebijakan ini memberikan arah pada profesionalisasi 
pengelolaan BUMN. Kedua, tidak secara spesifik disebutkan Menteri 
BUMN melainkan hanya Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa 
mewakili pemegang saham. Dengan demikian, ideal pengelolaan 
BUMN dapat dicapai, di mana pada suatu masa, ketika BUMN sudah 
mempunyai pengelolaan yang profesional, baik dalam arti penerapan 
prinsip-prinsip korporasi seperti yang termuat dalam UU Nomor 40 
Tahun 2007, juga dalam arti telah mengalami privatisasi, dapat saja 
lembaga kementerian BUMN tidak cukup relevan lagi keberadaannya. 
Kebijakan ini memungkinkan bagi peniadaan lembaga Kementerian 
BUMN, karena misi dari kementerian ini memang mempersiapkan 
BUMN untuk menjadi korporasi kelas dunia yang dikelola secara 
profesional. Ketiga, secara khusus pada Pasal 64 ayat (1) dan 65 ayat 
(1) UU Nomor 19 Tahun 2003 pada intinya menekankan bahwa 
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perombakan BUMN yang bersifat mendasar, baik dalam bentuk 
penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran, diatur 
dengan kebijakan di tingkat Presiden, yaitu Peraturan Pemerintah. 
Dengan demikian, kebijakan ini mengacu pada makna keberadaan 
BUMN sebagai badan usaha milik negara sehingga perubahan yang 
mendasar dilakukan oleh Kepala Negara. Keempat, dicanangkannya 
sisi-sisi teknis yang penting bagi peningkatan kualitas pengelolaan 
BUMN. Pertama adalah dalam hal penerapan prinsip good corporate 
governance dengan dicantumkannya Satuan Pengawas Intern dan 
Komite Audit. Kedua, pencantuman cara peningkatan performa 
BUMN dengan metode restrukturisasi, yaitu upaya penyehatan dan 
metode privatisasi, yaitu pelepasan kepemilikan negara kepada privat. 
Memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk 
keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam UU Nomor 
19 Tahun 2003, BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu 
Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan untuk memupuk 
keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Perusahaan 
Umum (Perum) yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan 
usaha sebagai implementasi kewajiban Pemerintah guna menyediakan 
barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk 
kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha tetap 
diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan 
juga mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan. Di bawah ini akan 
dijelaskan mengenai bentuk-bentuk BUMN. Di bawah ini akan 
disampaikan sekilas bentuk Persero dan Perum dilihat dari pengaturan, 
pendirian, maksud dan tujuan, organ, sifat usaha, modal dan 
kewenangan tertinggi masing-masing BUMN. 
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 PERSERO PERUM 
Pengaturan  Bab II, Pasal 10-34 UU 
Nomor 19 Tahun 2003  
Bab III, Pasal 35-62 UU Nomor 
19 Tahun 2003 
Pendirian Diusulkan oleh Menteri 
kepada Presiden dengan 
pertimbangan Menteri 
Teknis dan Menteri 
Keuangan 
Diusulkan oleh Menteri kepada 
Presiden dengan pertimbangan 




a. menyediakan barang 
dan/atau jasa yang 
bermutu tinggi dan 
berdaya saing kuat. 
b. Mengejar keuntungan 
guna meningkatkan nilai 
perusahaan 
Menyelenggarakan usaha yang 
bertujuan untuk kemanfaatan 
umum berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang berkualitas 
dengan harga yang terjangkau 
oleh masyarakat berdasarkan 
prinsip pengelolaan perusahaan 
yang sehat.  
Organ RUPS, Direksi dan 
Komisaris 
Menteri, Direksi dan Dewan 
Pengawas 
Sifat usaha  Profit oriented Public service dan profit 
oriented seimbang 
Modal Seluruh saham atau 51 
persen dimiliki oleh 
Pemerintah Indonesia  
Seluruh modal dimiliki oleh 




RUPS dan menteri Dewan Pengawas 
 Selain menegaskan bahwa tugas Pemerintah hanya sebagai 
regulator saja, undang-undang ini mengatur pula ketentuan mengenai 
restrukturisasi dan privatisasi sebagai alat untuk dan cara untuk 
pembenahan BUMN untuk mencapai cita-citanya serta hal-hal penting 
lainnya yang mendukung dan dapat menjadi landasan bagi upaya 
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penyehatan BUMN. Khusus mengenai privatisasi undang-undang ini 
menegaskan bahwa privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN 
yang berbentuk Persero sepanjang dimungkinkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan di sektor kegiatan yang dilakukan 
Persero tersebut. BUMN Persero dapat diprivatisasi karena selain 
dimungkinkan oleh ketentuan di bidang pasar modal juga pada 
umumnya hanya BUMN Persero yang telah bergerak dalam sektor-
sektor yang kompetitif. Privatisasi senantiasa memperhatikan manfaat 
bagi rakyat. 
Perbedaan yang signifikan UU No. 19 Tahun 2003 dengan 
peraturan yang mengatur BUMN sebelumnya adalah tidak 
dimasukkannya Perusahaan Jawatan (Perjan) sebagai salah satu 
bentuk BUMN di Indonesia. Perjan yang bersifat departemental 
agency dinilai sudah tidak cocok lagi. Sifat departemental agency 
inilah yang membuat Perjan sering tidak berfungsi sebagaimana 
mestinya, fasilitas negara yang diberikan kepada Perjan sering 
disalahgunakan oleh para direksi yang bermental birokratis. Tentunya 
ini akan sangat memberatkan apabila tetap mempertahankan Perjan 
sebagai salah satu BUMN. Berat dalam APBN dan mempertahankan 
sifat Perjan yang public service. Sebab sangat tidak mungkin birokrat 
yang bertugas melayani public service seperti halnya dalam Perjan 
terjun ke dunia bisnis yang penuh dengan diskriminasi serta berlaku 
sistem pemenang adalah yang paling kuat membayar, sedangkan 
Perjan bertugas memberikan pelayanan yang semurah-murahnya. 
Apabila Perjan masih dipertahankan sebagai BUMN di Indonesia, 
berarti tujuan dibentuknya UU No. 19 Tahun 2003 sulit terpenuhi 
karena undang-undang ini juga dirancang secara tegas untuk menata 
peran lembaga dan posisi wakil Pemerintah sebagai pemegang 
saham/pemilik modal BUMN serta mempertegas dan memperjelas 
hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga Pemerintah 
sebagai regulator.  
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4. Tinjauan tentang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 
Sejarah dan perkembanga kelistrikan di Indonesia dimulai pada 
akhir abad 19 yaitu pada jaman pemerintahan Hindia Belanda. 
Pembangunan kelistrikan di wilayah Indonesia dapat diuraiakan sebagai 
berikut:  
a. Kelistrikan di wilayah Batavia pada tahun 1893 dengan nama 
Electricteit Bedriff Batavia. 
b. Kelistrikan di wilayah Medan pada tahun 1903 dengan nama 
Electricteit Bedriff Medan. 
c. Kelistrikan di wilayah Surabaya pada tahun 1907 dengan nama 
Electricteit Bedriff Surabaya. 
Setelah perusahaan listrik tersebut berdiri pendistribusiannya 
dialihkan ke perusahaan - perusahaan listrik swasta, antara lain: 
a N.V. NIGM yang kemudian berubah menjadi N.V. OGEM. 
b N.V. ANIEM (selanjutnya pada 8 Februari 1914 diberi kewenangan 
menangani wilayah Surabaya, Semarang dan Yogyakarta). 






Pada masa penjajahan Jepang semua perusahaan listrik di wilayah 
Indonesia berada di bawah kendali tentara Jepang. N.V. ANIEM 
kemudian diganti nama menjadi Shobu Denki Sha yang merupakan 
perusahaan listrik untuk Jawa Timur. Pada masa proklamasi kemerdekaan 
Indonesia perusahaan-perusahaan listrik kembali diambil alih oleh 
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pemerintah Indonesia tanggal 21 September 1945 di Jakarta adalah 
pengangkatan pemimpin pertama kali yang disaksikan oleh Kesatuan Aksi 
Karyawan Listrik. Selanjutnya diikuti oleh wilayah di Jawa dan di luar 
Jawa. Tidak berapa lama kemudian yaitu Oktober 1945 perusahaan listrik 
ditangani oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja.Dengan 
adanya keputusan PUTL No. 01/PRT/1973 yang diperbarui dengan 
Peraturan pemerintah No. 17 tahun 1990 Perusahaan Listrik Nasional 
berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Dalam rangka 
peningkatan efisiensi dan efektifitas usaha penyediaan tenaga listrik maka 
PLN dialihkan bentuknya menjadi Perseroan Terbatas karena telah 
memenuhi syarat menjadi perusahaan perseroan sekaligus kuasa usaha 
ketenaga lsitrikan. Ketentuan itu didasari oleh: 
a. UU No. 9 Tahun 1969. 
b. UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. 
c. PP No. 23 Tahun 1994. 
d. UU No. 23 Tahun 1994 tentang pengalihan bentuk PLN menjadi PT. 
PLN. Perusahaan listrik negara adalah PT. PLN (PERSERO) yang 
didirikan dengan akte notaris Sutjipto, SH No. 169 yang telah 
disyahkan oleh Menteri Kehakiman No. C2-11.519 HT.01.01. tahun 
1994 yang diumumkan dalam Berita Negara No. 673/94. 
e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. 
B. Kerangka Pemikiran 
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 telah menjelaskan 
penguasaan negara atas kekayaan bangsa yang terdapat di dalam dan diatas 
bumi, digunakan untuk kehidupan orang banyak dan kemakmuran rakyat. 
Perkembangan zaman, ideologi, dan modal mempengaruhi pemikiran para 
pemimpin negara dalam melaksanakan kebijakan perekonomiannya. Negara 
Indonesia yang menjalankan prinsip negara kesejahteraan, idealnya memang 
menguasai seluruh hajat hidup dan cabang produksi yang penting bagi negara 
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dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Layanan 
sosial dasar yang dalam alam pemikiran Indonesia seharusnya dilakukan oleh 
negara, berubah menjadi dilakukan oleh swasta dengan alasan bahwa swasta 
lebih efisien dan antikorupsi. Tetapi asumsi-asumsi yang didengungkan oleh 
kalangan pro privatisasi tidak menemui hasilnya. Layanan sosial dasar 
menjadi terbengkalai dan cenderung memihak golongan yang mampu saja 
yang mampu mengaksesnya, padahal teorinya golongan masyarakat sampai 
lapisan paling miskin pun mampu mengaksesnya dengan mudah. Kerangka 





































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaruh Lembaga Keuangan Internasional (Dana Moneter 
Internasional (IMF), Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia) dalam 
Pengaturan Privatisasi Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia. 
1. Deskripsi Kesepakatan Privatisasi Sektor Ketenagalistrikan Menurut Dana 
Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. 
Kebijakan restrukturisasi energi listrik di Indonesia dimulai dengan 
adanya krisis ekonomi yang berpengaruh pada segala sektor kehidupan, 
termasuk sektor ketenagalistrikan tak terkecuali. Acuan yang dipakai 
untuk melakukan restrukturisasi adalah kebijakan restrukturisasi sektor 
ketenagalistrikan yang dipublikasikan oleh Departemen Pertambangan 
Dan Energi pada bulan Agustus 1998. Dokumen yang kemudian oleh 
pengamat disebut The White Paper, pada alinea pendahuluan mengatakan 
pembuatan dokumen bertujuan merespon krisis yang terjadi dan untuk 
memaksimalkan potensi pembangunan jangka panjang sektor 
ketenagalistrikan, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan program 
restrukturisasi sektor ketenagalistrikan yang baru. 
Saat itu sebenarnya PLN sedang bermasalah dengan IPP 
(Independent Power Producer), tapi permasalahan ini bukanlah masalah 
yang menarik bagi pemerintah untuk mengkaji ulang skema privatisasi 
swasta dalam layanan listrik atau bahkan lebih jauh mempertanyakan, 
apakah sektor privat diperlukan dalam penyediaan layanan listrik bagi 
publik negeri ini. Lebih jauh lagi dikatakan dalam latar belakang white 
paper ini, bahwa ketidakmampuan PLN untuk merespon perkembangan 
kondisi dan kebutuhan listrik disebabkan oleh adanya dua fungsi yang 
diembannya, yakni fungsi komersial dan fungsi sosial. Cara pandang 
menuju liberalisasi layanan listrik semakin terlihat jelas dalam tujuan 
restrukturisasi yang termuat di kebijakan restrukturisasi ketenagalistrikan 
yang dikeluarkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi waktu itu 
menggunakan perumusan sebagai berikut: 
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a. pemulihan kelayakan finansial. 
b. memperkenalkan kompetisi untuk membangun sektor 
ketenagalistrikan yang efisien dan responsif. 
c. peningkatan peran swasta. 
d. pengurangan peran pemerintah dan pemisahan misi sosial dari misi 
komersial. 
Hasil kesepakatan antara Indonesia dan lembaga keuangan 
internasional (Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, Bank 
Pembangunan Asia) adalah sebagai berikut: 
a. Hasil kesepakatan privatisasi sektor ketenagalistrikan dengan Dana 
Moneter International (IMF). 
Pembuatan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan disinyalir banyak pihak merupakan tekanan lembaga 
keuangan internasional sebagai bagian program penyesuaian struktural 
yang merupakan kebijakan standar kebijakan yang direkomendasikan 
oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan didukung oleh Bank 
Dunia serta Bank Pembangunan Asia. Kesepakatan program antara 
pemerintah Indonesia dan Dana Moneter Internasional (IMF) 
dituangkan dalam bentuk Letter of Intent dalam bidang Memorandum 
Of Economic and Financial Policy (MEFP). LoI tertanggal 16 Maret 
1999, dalam suplemen kebijakan butir 20 dinyatakan, pemerintah 
diharapkan melakukan restrukturisasi sektor energi untuk 
meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban fiskal. Dukungan Bank 
Dunia dan Bank Pembangunan Asia, pemerintah akan (i) membuat 
hukum dan mendesain kerangka regulasi untuk mengkompetisikan 
pasar listrik, (ii) merestrukturisasi organisasi PLN, (iii) menyesuaikan 
tarif elektrifikasi, (iv) memberikan peran yang lebih kepada sektor 
swasta dalam sektor pembangkit listrik. Kemudian, dalam LoI itu, 
pemerintah diharuskan meninjau kembali perjanjian yang telah 
dilakukan dengan Independent Power Producer, memulai 
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restrukturisasi organisasi PLN pada Juni 1999, dan memberlakukan 
Undang-Undang Ketenagalistrikan pada Desember 1999.  
LoI tertanggal 14 Mei 1999, Bank Dunia dan Bank 
Pembangunan Asia akan membuat laporan kemajuan mengenai 
restrukturisasi sektor ketenagalistrikan dan reorganisasi PLN, terutama 
mengenai privatisasi, mempercepat transisi pasar kompetisi dalam 
wilayah distribusi Jawa dan Bali dan rencana pemecahan (unbundling) 
PLN. Arah restrukturisasi lebih diarahkan pada tarif listrik, pemberian 
subsidi, dan perluasan peran swasta. Sedangkan pembuatan UU 
Ketenagalistrikannya akan difasilitasi dan didukung oleh Bank 
Pembangunan Asia. 
LoI tertanggal 20 Januari 2000, pemerintah kembali 
menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses restrukturisasi 
sejumlah perusahaan milik negara di sektor energi, PLN dan 
Pertamina. Janji pemerintah itu tertulis sebagai berikut: dalam sektor 
ketenagalistrikan, kebijakan restrukturisasi yang diumumkan pada 
Agustus 1998 akan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan sebagai 
berikut: melakukan komersialisasi pada industri ketenagalistrikan, 
meningkatkan efisiensi, dan mengundang investasi swasta. Agenda 
kedepan pemerintah adalah membuat undang-undang ketenagalistrikan 
yang baru, mendirikan badan pengelola yang independen dan 
mengadopsi kebijakan tarif yang didesain untuk mendekati tarif 
keekonomian dengan tidak mengabaikan konsumen listrik masyarakat 
miskin.  
b. Hasil kesepakatan privatisasi sektor ketenagalistrikan dengan Bank 
Dunia. 
Kertas kerja kebijakan ini juga menyebutkan bahwa banyak 
pemerintah yang berupaya untuk mendayagunakan layanan listrik 
sebagai respon bagi tuntutan keadilan sosial. Menurut Bank Dunia, 
belajar dari pengalaman, kebijakan semacam itu sangat mahal dan 
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tidak efektif untuk menangani isu tersebut. Layanan listrik yang 
tersubsidi hanya akan membatasi anggaran bagi perusahaan listrik 
negara dan berujung pada defisit yang besar. Sebagai solusinya, Bank 
Dunia menginginkan pemerintah negara-negara berkembang tidak lagi 
melakukan “bussines as usual” dalam mengelola sektor 
ketenagalistrikan, melainkan melakukan restrukturisasi yang 
didasarkan pada prinsip komersial dan menjauhkan perusahaan listrik 
negara dari campur tangan pemerintah. Disebutkan bahwa di masa 
mendatang dukungan Bank Dunia akan diarahkan pada program 
restrukturisasi ini dipandu oleh serangkaian prinsip berikut: 
1) Impor jasa.  
Di negara-negara berkembang, Bank Dunia akan membantu 
pembiayaan impor jasa listrik dalam rangka meningkatkan 
efisiensi. Kebijakan ini akan diberlakukan di negara berpendapatan 
rendah dengan sektor publik dan privat yang lemah, pasar modal 
yang terbelakang dan kurang memiliki kekuatan pasar. Bank Dunia 
berniat membantu sebagian pembiayaan atas kerjasama perusahaan 
listrik negara dengan industri penyedia layanan. Menurut Bank 
Dunia, kerjasama ini dapat berupa kontrak manajemen dalam 
serangkaian aktivitas seperti pemeliharaan unit pembangkit, 
meteran, dan penagihan, dan sebagainya. 
2) Komersialisasi dan Korporatisasi.  
Menurut Bank Dunia, perusahaan listrik negara harus beroperasi 
berdasarkan prinsip komersial dan diperlakukan sebagai 
perusahaan komersial pula. Dengan demikian mereka harus 
membayar bunga pinjaman dan pajak, memperoleh return on 
equiry pada tingkat yang kompetitif dan memiliki otonomi untuk 
mengelola anggaran, utang, dan pengadaan barang jasa. 
Komersialisasi dan korporatisasi pada perusahaan listrik negara ini 
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akan menjadi langkah pertama dalam proses restrukturisasi dan 
penarikan partisipasi swasta. 
3) Investasi privat.  
Pasca penyusunan kerangka hukum dan pengaturan, Bank Dunia 
menginginkan negara debitor untuk melanjutkan dengan privatisasi 
layanan. Proses ini dapat didorong perusahaan listrik negara 
menggunakan jasa yang disediakan oleh sektor privat. Pada 
konteks ini Bank Dunia akan mendayagunakan sebagian 
sumberdaya finansialnya untuk mendukung program-program 
partisipasi investor swasta. 
c. Hasil kesepakatan privatisasi sektor ketenagalistrikan dengan Bank 
Pembangunan Asia. 
Model kebijakan pemberian pinjaman yang sama juga diadopsi 
Bank Pembangunan Asia. Bank Pembangunan Asia inilah yang 
sebenarnya secara all out memberikan kerangka regulasi yang 
memudahkan partisipasi privat dalam sektor ketenagalistrikan. 
Partisipasi Bank Pembangunan Asia ditunjukkan dalam pendanaan 
berbagai proyek listrik swasta, terutama melalui skema build operation 
transfer, akan tetapi skema ini semacam ini tidak cukup, karena akan 
membuat pemerintah menjadi pembeli tunggal. Bank Pembangunan 
Asia mengkehendaki terciptanya pasar listrik yang kompetitif yang 
dicapai melalui upaya restrukturisasi sektor tersebut, di mana proses 
ini dapat dirangkum dalam aspek-aspek seperti dibawah ini: 
1) Desain dan tujuan reformasi. 
2) Amandemen atau penggantian hukum-hukum positif yang 
menghambat restrukturisasi dan penerbitan hukum baru yang 
memungkinkan kompetisi. 
3) Pembentukan lembaga pengawas restrukturisasi. 
4) Pembentukan badan pengatur yang kompeten dan independen. 
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5) Pemecahan baik secara vertikal maupun horizontal atas perusahaan 
publik. 
6) Perubahan dari model akuntansi yang tunduk pada hukum-hukum 
bisnis. 
7) Memperkenalkan proses audit eksternal yang independen. 
8) Komersialisasi layanan, dengan merasionalisasi tarif. 
9) Privatisasi pada perusahaanpublik yang telah dikorporatisasi. 
10) Pemapanan detail dan aturan atas power pool dan peran pemerintah 
dihadapkan dengan perusahaan pembangkit, transmisi, dispatch, 
dan distribusi. 
2. Pengaturan Privatisasi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2002 tentang Ketenagalistrikan yang Didasarkan pada Kesepakatan 
dengan Lembaga Keuangan Internasional (Dana Moneter 
Internasional, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia). 
Pengaruh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia juga diakui 
secara terbuka oleh Yusril Ihza Mahendra, Menkeh dan HAM waktu itu 
(Kompas, 8 November 2001). Tekanan itu menyebabkan perdebatan 
mengenai relevansi dan substansi RUU Ketenagalistrikan menjadi sangat 
terbatas dan singkat. Sebagai perbandingan, perdebatan Electricity Bill di 
Filipina memakan waktu selama 7 tahun, Electricity Bill di India yang 
secara substansi juga tak jauh berbeda dengan RUU Ketenagalistrikan 
Indonesia memakan waktu 4 tahun sebelum disepakati parlemen. Selain 
dokumen-dokumen LoI, penelitian terhadap Bank Dunia, IMF, dan Bank 
Pembangunan Asia juga telah dilakukan oleh lembaga penelitian 
independen, salah satunya Lembaga Penelitian Energi Universitas Trisakti 
yang melakukan studi komparasi restrukturisasi sektor ketenagalistrikan di 
6 negara, Filipina, India, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan 
selama 2 tahun (2000 – 2002). Hasil studi itu bisa diakses dengan gratis di 
www.wgspr.org/research/electricity. Salah satu kesimpulannya adalah 
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electricity reform are driven by economic and financial concern and by 
donor conditionalities. Kajian WGSPR mengenai peran lembaga keuangan 
internasional dalam restrukturisasi ketenagalistrikan di Indonesia yang 
dilakukan tahun 2001- 2003, menyimpulkan bahwa restrukturisasi sektor 
ketenagalistrikan di Indonesia dipengaruhi oleh lembaga-lembaga 
keuangan internasional. Upaya-upaya restrukturisasi sudah ditawarkan 
Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia sejak tahun 1994, selaras 
dengan perubahan perekonomian dunia dengan jatuhnya sistem ekonomi 
komando Uni Soviet, dengan perestroika-nya Gorbachev dan saran-saran 
ekonom Bank Dunia seperti Bella Bellassa dan Anne Krueger agar Bank 
Dunia merubah arah kebijakannya dengan mengurangi peran negara dan 
meningkatkan peran swasta, begitu juga di sektor ketenagalistrikan, agar 
dilakukan deregulasi dan privatisasi. Strategi restrukturisasi dilakukan 
lewat pemberian sejumlah pinjaman proyek dan pinjaman bantuan teknis.  
Pembiayaan bagi sektor ketenagalistrikan selama bertahun-tahun 
telah menempati porsi yang cukup dominan dalam portofolio pinjaman 
lembaga keuangan internasional. Pada mulanya berbagai pinjaman 
tersebut dipergunakan untuk pembiayaan proyek dan mendukung kinerja 
perusahaan listrik publik negara di negara tempat mereka beroperasi. 
Namun kemudian semenjak awal 1990-an, lembaga keuangan 
internasional mulai mengubah kebijakan mereka dengan memprioritaskan 
pinjaman yang diperuntukkan bagi penataan sektor ketenagalistrikan 
secara keseluruhan. Perubahan ini didasari oleh hasil studi lembaga 
keuangan internasional yang menyimpulkan bahwa hingga akhir 1980-an, 
secara umum terjadi kemunduran kinerja (baik secara teknis, kelembagaan 
maupun keuangan dari perusahaan listrik negara). 
Seperti telah dijelaskan dimuka, pembuka jalan proses privatisasi 
di Indonesia diawali oleh Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai 
pemberi dana utama bagi krisis keuangan yang melanda Indonesia. Khusus 
untuk sektor ketenagalistrikan pendukung utama kebijakan privatisasi 
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adalah Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Jadi yang berperan 
secara dominan dalam liberalisasi/privatisasi ketenagalistrikan adalah 
Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, tapi pengaruh privatisasi dalam 
UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bisa dari tiga sumber 
yakni IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia atau hanya dari dua 
sumber utama yakni Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. 
a. Pengaruh Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Bank 
Pembangunan Asia. 
1) Pembuatan kerangka hukum yang didalamnya mengakomodasi 
kompetisi pasar ketenagalistrikan. 
Pembuatan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan memang memberikan tempat kepada kompetisi 
seperti yang tertulis dalam huruf b dan c pada menimbang ”bahwa 
penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien 
melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat 
dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama kepada 
semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang adil dan merata 
kepada konsumen dan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
tenaga listrik nasional dan penciptaan persaingan yang sehat, perlu 
diberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha untuk ikut 
serta dalam usaha bidang ketenagalistrikan.” 
2) Restrukturisasi organisasi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). 
Pasal 16 UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan yang berbunyi: 
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan 




3) Penyesuaian tarif elektrifikasi. 
Pada UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 
diatur dalam Pasal 38 yang menyatakan bahwa: 
(1) Harga jual tenaga listrik di sisi pembangkit tenaga listrik dan 
harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan tinggi dan 
konsumen tegangan menengah didasarkan pada kompetisi yang 
wajar dan sehat serta diawasi oleh Badan Pengawas Pasar 
Tenaga Listrik. 
(2) Harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan rendah 
diatur oleh badan pengawas pasar tenaga listrik. 
(3) Dalam hal kmpetisi baru diterapkan pada pembangkit, harga 
jual tenaga listrik untuk konsumen diatur oleh Badan Pengawas 
Pasar Tenaga Listrik. 
Dalam penetapan harga jual listrik ada dua macam cara, 
didaerah yang telah ada kompetisi ditetapkan oleh Badan 
Pengawas Pasar Tenaga Listrik dan belum menerapkan kompetisi 
diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan 
memperhatikan unsur-unsur seperti: kaidah-kaidah industri dan 
niaga yang sehat, biaya produksi, dan efisiensi perusahaan, dan 
kelangkaan dan sifat-sifat khusus sumber energi primer yang 
digunakan. Di sini pemerintah belum menetapkan mana yang 
merupakan konsumen tegangan rendah, tegangan menengah, dan 
tegangan tinggi. Konsumen tegangan rendah yang menjadi 
kewajiban pemerintah pun belum ditetapkan berapa kebutuhan 
tenaga listrik yang dikonsumsi.  
4) Pemberian peran yang lebih kepada sektor swasta, terutama dalam 
sektor pembangkit. 
a) Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 
tentang Ketenagalistrikan  
Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) meliputi jenis usaha: 
a. Pembangkitan Tenaga Listrik; 
b. Transmisi Tenaga Listrik; 
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c. Distribusi Tenaga Listrik; 
d. Penjualan Tenaga Listrik; 
e. Agen Penjualan Tenaga Listrik; 
f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan 
g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik. 
 
b) Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2002 tentang Ketenagalistrikan  
(1) Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di wilayah yang 
menerapkan kompetisi dapat dilaksanakan oleh Badan 
Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga 
Listrik sesuai dengan jenis usahanya dari Badan Pengawas 
Pasar Tenaga Listrik. 
(2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: 
a. Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik; 
b.Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik; 
c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik; 
d.Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik; 
e. Izin Usaha Agen Penjualan Tenaga Listrik; 
f. Izin Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan 
g.Izin Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik. 
 
c) Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2002 tentang Ketenagalistrikan. 
(1) Di wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan 
kompetisi karena kondisi tertentu, usaha penyediaan tenaga 
listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat 
dilakukan secara terintegrasi. 
(2) Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha 
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, 
swasta, atau swadaya masyarakat yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. 
 
d) Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2002 tentang Ketenagalistrikan. 
(1) Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan 
berdasarkan kompetisi. 
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(2) Badan Usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik di satu 
wilayah kompetisi dilarang menguasai pasar berdasarkan 
Undang-undang ini. 
 
b. Pengaruh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. 
1) Pembentukan badan pengatur yang independen. 
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan disebut dengan Badan Pengawas Pasar Tenaga 
Listrik: 
Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan 
(1) Untuk mengatur dan mengawasi terselenggaranya kompetisi 
penyediaan tenaga listrik, dibentuk satu badan yang disebut 
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. 
(2) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) berfungsi mengatur dan mengawasi usaha 
penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah menerapkan 
kompetisi. 
 
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan berbunyi: 
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51, Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertugas dan 
berwenang: 
a. menjabarkan dan menerapkan kebijakan umum Pemerintah 
dalam pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik; 
b. mencegah persaingan usaha tidak sehat; 
c. mengatur harga jual tenaga listrik pada Usaha Penjualan 
Tenaga Listrik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), 
biaya penyediaan fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan 
sistem tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, 
dan harga sewa transmisi dan harga sewa distribusi tenaga 
listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; 
d. memantau dan mengawasi pelaksanaan ketentuan mengenai 
pungutan sarana transmisi dan pungutan sarana distribusi 
tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) 
dan ayat (3); 
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e. mengawasi harga jual tenaga listrik pada sisi yang 
dikompetisikan pada Usaha Pembangkitan dan Agen Penjualan 
Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat ( 
1); 
f. mengatur dan mengawasi Usaha Pengelola Pasar Tenaga 
Listrik dan Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik; 
g. menetapkan wilayah Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan 
Usaha Penjualan Tenaga Listrik; 
h. menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk 
setiap jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); 
i. memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan izin dipatuhi oleh pemegang Izin Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik; 
j. melakukan dengar pendapat dengan publik dan menetapkan 
aturan penanganan pengaduan konsumen. 
k. memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul dalam 
kompetisi dan pelayanan; 
l. menerapkan sanksi administratif kepada pemegang Izin Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik atas pelanggaran ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan perizinan; dan 
m. menjamin pasokan tenaga listrik. 
 
2) Pemecahan usaha secara vertikal dan secara horisontal. 
Pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan yang berbunyi: 
(1) Usaha ketenagalistrikan terdiri dari Usaha Penyediaan Tenaga 
Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik. 
(2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) meliputi jenis usaha: 
a. Pembangkitan Tenaga Listrik; 
b. Transmisi Tenaga Listrik; 
c. Distribusi Tenaga Listrik; 
d. Penjualan Tenaga Listrik; 
e. Agen Penjualan Tenaga Listrik; 
f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan 
g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik. 
(3) Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) terdiri atas Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan 
Industri Penunjang Tenaga Listrik. 
(4) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) meliputi jenis usaha: 
a. konsultasi dalam bidang tenaga listrik; 
b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik; 
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c. pengujian instalasi tenaga listrik; 
d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; 
e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; 
f. penelitian dan pengembangan; 
g. pendidikan dan pelatihan; dan 
h. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan 
penyediaan tenaga listrik. 
(5) Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) meliputi jenis usaha: 
a. Industri Peralatan Tenaga Listrik; dan 
b. Industri Pemanfaat Tenaga Listrik. 
Pada Pasal 8 ayat 1 dan ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2002 
tentang Ketenagalistrikan merupakan pemecahan usaha secara 
horizontal, sedangkan ayat 2, 4, dan 5 merupakan pemecahan 
secara vertikal. 
3) Komersialisasi layanan. 
Proses komersialisasi dan korporatisasi dilakukan dengan 
banyak cara seperti penghilangan monopoli dan privatisasi. 
Penghilangan monopoli dilakukan dengan restrukturisasi 
perusahaan publik dengan memisahkan fungsi yang 
berkarakteristik monopoli alamiah dengan elemen-elemen yang 
memiliki potensi kompetisi. Privatisasi dilakukan dengan 
partisipasi sektor swasta pada sektor pembangkit dan distribusi 
sekaligus melakukan promosi kompetisi dan efisiensi. Dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan 
semuanya itu terdapat dalam: 
a) Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2002 tentang Ketenagalistrikan  
(1) Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di wilayah yang 
menerapkan kompetisi dapat dilaksanakan oleh Badan 
Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga 
Listrik sesuai dengan jenis usahanya dari Badan Pengawas 
Pasar Tenaga Listrik. 
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(2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: 
a. Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik; 
b. Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik; 
c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik; 
d. Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik; 
e. Izin Usaha Agen Penjualan Tenaga Listrik; 
f. Izin Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan 
g. Izin Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik. 
 
b) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan  
Dalam hal kompetisi tidak atau belum dapat diterapkan, Izin 
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dikeluarkan secara 
transparan dan akuntabel masing-masing oleh: 
a. Bupati atau Walikota, untuk usaha penyediaan tenaga listrik 
di dalam daerahnya masing-masing yang tidak terhubung 
dengan Jaringan Transmisi Nasional sesuai dengan Rencana 
Umum Ketenagalistrikan Daerah; 
b.Gubernur, untuk usaha penyediaan tenaga listrik lintas 
kabupaten atau kota, baik sarana maupun energi listriknya, 
yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional 
sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah; 
c. Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik lintas 
propinsi, baik sarana maupun energi listriknya, yang tidak 
terhubung ke dalam Jaringan Transmisi Nasional atau usaha 
penyediaan tenaga listrik yang terhubung dengan Jaringan 
Transmisi Nasional sesuai dengan Rencana Umum 
Ketenagalistrikan Nasional; atau  
d.Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang 
dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan 
Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. 
 
c) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan  
(1) Penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi dilakukan 
secara bertahap dan ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 
(2) Syarat-syarat untuk penetapan wilayah yang menerapkan 
kompetisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) meliputi: 
a. tingkat harga jual tenaga listrik telah mencapai 
keekonomiannya; 
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b.kompetisi pasokan energi primer; 
c. telah dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik; 
d.kesiapan aturan yang diperlukan dalam penerapan 
kompetisi; 
e. kesiapan infrastruktur, perangkat keras dan perangkat 
lunak sistem tenaga listrik; 
f. kondisi sistem yang memungkinkan untuk dilakukannya 
kompetisi; 
g.kesetaraan Badan Usaha yang akan berkompetisi; dan 
h.syarat-syarat lain yang ditetapkan dengan Keputusan 
Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. 
 
d) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan  
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan 
Usaha yang berbeda. 
e) Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2002 tentang Ketenagalistrikan  
(1) Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan 
berdasarkan kompetisi. 
(2) Badan Usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik di satu 




B. Kesesuaian Pengaturan Privatisasi dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Undang-Undang Dasar 
1945 dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. 
Privatisasi dalam bentuk apapun, dapat diartikan seragam yakni 
pengurangan peran negara. Sedangkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 
mengandung makna filosofis tentang pentingnya peran negara dalam 
perekonomian, pentingnya penguasaan cabang produksi yang penting dan 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta negara 
sebagai perencana dan agen pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan besar yang 
berkaitan dengan perumusan masalah kedua adalah (1) apakah bentuk-bentuk 
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privatisasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, (2) 
apakah telah ada sinkronisasi secara horizontal terhadap undang-undang yang 
mengatur bentuk-bentuk privatisasi yang mempunyai hubungan fungsional 
yang konsisten dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan, karena menyoroti sektor ketenagalistrikan yang merupakan 
cabang produksi yang harus dikuasai oleh negara karena termasuk sektor 
energi yang penting bagi masyarakat, maka untuk pertanyaan kedua ini akan 
penulis sajikan undang-undang untuk diteliti yakni Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 
tentang Ketenagalistrikan dan (3) apakah peraturan di bidang ketenagalistrikan 
telah ada sinkronisasi secara vertikal. 
1. Sinkronisasi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 
Hasil amandemen secara umum sistem ekonomi Indonesia dapat 
dilihat dalam bab yang memuat Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan 
Rakyat yang dicantumkan dalam Bab XIV Pasal 33 dengan judul 
"Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat" dengan rumusan 
yang, dapat dibaca berikut ini: 
Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat 
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. 
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. 
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 




Amandemen keempat ini Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi 
memiliki penjelasan resmi. Karena di negara kita sudah ada Mahkamah 
Konstitusi yang akan menjaga nilai-nilai filosofi yang ada pada Undang-
Undang Dasar 1945. Isu-isu yang kerap diperdebatkan apabila kita 
membahas Pasal 33, terutama ayat (2) dan (3) adalah penguasaan oleh 
negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
menguasai hajat hidup orang banyak, serta penguasaan terhadap bumi, air, 
dan kekayaaan alam yang terkandung didalamnya. Pasal 33 ayat (2) dan 
ayat (3) UUD 1945 mempunyai daya berlaku secara normatif sebagai 
berikut: 
a. Konstitusi memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai 
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak. 
b. Kewenangan tersebut ditujukan kepada mereka baik yang akan 
maupun yang telah mengusahakan produksi yang penting bagi negara 
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pada cabang produksi 
yang jenis produksinya belum ada atau baru akan diusahakan, yang 
jenis produksi tersebut penting bagi negara dan menguasai hajat hidup 
orang banyak negara mempunyai hak diutamakan/didahulukan yaitu 
negara mengusahakan sendiri dan menguasai cabang produksi tersebut 
serta pada saat yang bersamaan melarang perorangan atau swasta 
untuk mengusahakan cabang produksi tersebut. 
c. Pada cabang produksi yang telah diusahakan oleh perorangan atau 
swasta dan ternyata produksinya penting bagi negara dan menguasai 
hajat hidup orang banyak, atas kewenangan yang diberikan oleh Pasal 
33 ayat (2) dan ayat (3) negara dapat mengambil alih produksi tersebut 
dengan cara yang sesuai dengan aturan hukum yang adil.  
Pengertian dikuasai oleh negara dalam UUD 1945 bukanlah 
penguasaan secara perdata, namun merupakan pengertian hukum publik 
yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 
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1945, baik di dalam bidang politik maupun di bidang ekonomi. Dalam 
paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, 
dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, 
sesuai dengan doktrin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam 
pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian 
kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.  
Tapi konsep penguasaan cabang produksi yang penting bagi hajat 
hidup orang banyak haruslah tetap memperhatikan dinamika 
perkembangan kondisi cabang-cabang produksi. Yang harus dikuasai oleh 
negara adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara 
dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu (1) cabang 
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang 
banyak, (2) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang 
banyak, (3) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang 
banyak. Ketiga-tiganya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Namun kesemua ini terpulang 
kepada pemerintah dan DPR untuk menilai apakah cabang-cabang 
produksi itu masih dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat 
hidup orang banyak dengan pengertian yang lebih modern, sehingga bisa 
saja cabang-cabang produksi yang dulunya penting dan dikuasai oleh 
rakyat banyak menjadi bisa tidak menjadi cabang produksi yang penting 
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. 
Filosofi dan konsepsi pengelolaan sektor ketenagalistrikan dalam 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai 
berikut: 
a. Pengelolaan sektor ketenagalistrikan di dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2002 tetap mengacu kepada tujuan dan cita-cita 
bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 
(2), ayat (3) dan ayat (4), bahwa cabang-cabang produksi yang penting 
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bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 
negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.  
b. Tenaga Listrik sebagai Infrastruktur dan Komoditi 
Tenaga listrik di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2002 tentang Ketenagalistrikan diklasifikasikan tidak hanya sebagai 
infrastruktur, akan tetapi juga sebagai komoditi yang pada prinsipnya 
dapat diperdagangkan. Tenaga listrik sebagai infrastruktur 
diperuntukkan untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, 
pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum 
berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, dan 
pembangunan listrik perdesaan. Sedangkan tenaga listrik di luar 
peruntukan sebagaimana tersebut di atas dapat diklasifikasikan 
sebagai komoditi.  
c. Meningkatkan Efisiensi Sektor Ketenagalistrikan 
Usaha penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk menjamin 
tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan 
harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 
rakyat secara adil dan merata serta mendorong meningkatkan kegiatan 
ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu usaha penyediaan tenaga 
listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui regulasi yang kuat, 
adanya kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat 
dengan pengaturan yang memberikan perlakukan yang sama terhadap 
semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 
kepada konsumen. 
Struktur industri tenaga listrik dapat dibentuk secara 
terintegrasi vertikal maupun dipisah atas fungsi-fungsinya. Di daerah 
yang secara teknis dan ekonomis memungkinkan kompetisi, usaha 
pembangkitan, transmisi, distribusi, dan retail merupakan usaha yang 
terpisah, kecuali bidang usaha yang secara alamiah harus dilakukan 
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secara monopoli yaitu transmisi dan distribusi. Pada wilayah yang 
tidak/belum dapat menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga 
listrik dilakukan secara monopoli dan diklasifikasikan sebagai bidang 
usaha yang diatur oleh Pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sangat tegas mengatur, bahwa 
segmen usaha penyediaan tenaga listrik yang sifatnya monopoli 
alamiah dan yang belum berkompetisi diprioritaskan untuk dikelola 
oleh BUMN. 
d. Penetapan Harga Jual 
Penetapan harga jual tenaga listrik, peran Pemerintah lebih 
diarahkan pada penetapan aturan mengenai perhitungan tarif antara 
lain penetapan harga jual tenaga listrik diarahkan pada pendekatan 
cost based/cost recovery dan pengawasan dalam pelaksanaan 
penetapan tarif oleh pasar. Harga jual tenaga listrik untuk daerah yang 
sudah kompetitif ditetapkan melalui mekanisme pasar dan harga sewa 
transmisi dan distribusi ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar 
Tenaga Listrik. Harga jual tenaga listrik golongan pelanggan tertentu 
(masyarakat tidak mampu dan listrik perdesaan) dan harga jual tenaga 
listrik di wilayah non kompetisi diatur oleh Pemerintah/Pemerintah 
Daerah. 
e. Partisipasi Pelaku Usaha 
Sistem kompetisi dan adanya perlakuan yang sama terhadap 
semua pelaku usaha, maka akan memberikan kesempatan yang luas 
kepada pelaku usaha (BUMN, BUMD, koperasi, dan swasta) dalam 
usaha penyediaan tenaga listrik. Struktur industri yang terpisah akan 
memberikan banyak pilihan kepada pelaku usaha untuk berinvestasi di 
sektor ketenagalistrikan. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan di 
muka, segmen usaha yang bersifat monopoli alamiah (seperti usaha 
transmisi dan distribusi) tidak dikompetisikan dan diprioritaskan 
untuk dikelola oleh BUMN. 
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f. Perlindungan Konsumen 
Penerapan kompetisi di sektor ketenagalistrikan, di samping 
meningkatkan efisiensi, pelayanan kepada konsumen, dan kualitas 
listrik yang lebih baik, juga akan mendorong pelaku usaha menjadi 
lebih responsif dalam melayani konsumen. 
g. Perlindungan Masyarakat Tidak Mampu 
Meskipun sektor ketenagalistrikan direstrukturisasi dengan 
menerapkan kompetisi untuk daerah-daerah tertentu, masyarakat tidak 
mampu tetap dilindungi dalam mendapatkan tenaga listrik. Harga jual 
tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu diatur oleh Pemerintah 
dan atau Pemerintah Daerah melalui bantuan subsidi listrik. 
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan 
konsep negara integralistiknya Soepomo yang sudah kuno, karena 
diaktualisasikan sejak zaman Romawi dan dihancurkan oleh Revolusi 
Prancis. Negara dalam konsep ini tidak membedakan mana penguasa dan 
siapa yang dikuasai. Negara dalam pengertian ini adalah negara yang 
masyarakatnya berdasarkan asas kekeluargaan atau hubungan darah dan 
kultural bukan hubungan yang sifatnya legal dan politik. Padahal dalam 
era modern, hubungan legal dan politik lebih diutamakan. Seperti dalam 
pengaturan BUMN. BUMN pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan  
negara untuk menambah pendapatan selain pajak dari masyarakat. Karena 
diatur dalam semangat kekeluargaan, maka tidak ada perbedaan penguasa 
(negara) dan siapa yang dikuasai (BUMN). Maka hasilnya BUMN malah 
menjadi sapi perahan dari para pemimpin dan penguasanya untuk 
memenuhi hasrat ambisi yang tentunya bersifat korupsi.  
Bank Dunia dalam berbagai laporannya telah mendefinisikan 
berbagai macam kesalahan BUMN yakni: pertama, BUMN, khususnya 
dalam negara berkembang menyerap amat banyak sumber daya finansial 
yang seharusnya dapat dialokasikan ke layanan-layanan sosial yang 
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penting. Kedua, BUMN kebanyakan memperoleh kredit secara tidak 
proporsional dibanding dengan swasta karena kedekatan politiknya. 
Ketiga, pabrik-pabrik BUMN lebih polutif dibandingkan dengan pabrik-
pabrik milik swasta. Keempat, pembenahan BUMN, termasuk privatisasi 
ternyata memberikan kontribusi fiskal yang positif bagi negara. Jadi apa 
yang sebenarnya menjadi tugas pemerintah. Tugas pemerintah adalah 
mengurusi pelayanan publik. Tugas pemerintah dibedakan menjadi tiga 
yaitu tugas pelayanan, tugas pembangunan, dan tugas pemberdayaan. 
Tugas pelayanan adalah tugas memberikan pelayanan umum tanpa 
membeda-bedakan dan diberikan secara cuma-Cuma atau dengan biaya 
sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu pun mampu 
menjangkaunya. Tugas pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat. Tugas pembangunan menjadi misi dari organisasi 
ekonomi dan lembaga bisnis. Tugas pemberdayaan adalah peran untuk 
membuat setiap warga masyarakat mampu meningkatkan kualitas 
kemanusiaan dan kemasyarakatannya. Ini sebenarnya menjadi tugas 
lembaga nonprofit.  
Apabila dilihat dari konsep dan tujuan yang ada pada Pasal 33 ayat 
(2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terdapat cara memandang yang 
berbeda, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan lebih memandang dalam konteks kekinian, bukan saja 
dipandang dimana peran negara yang “sebenarnya” dalam proses kegiatan 
perekonomian dan juga konsep penguasaan oleh negara dalam pengertian 
yang lebih modern pula. Pemerintah dalam keterangan resmi pengesahan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Millik 
Negara, yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN waktu itu, Laksamana 
Sukardi, menafsirkan dikuasai oleh negara berarti negara sebagai 
regulator, fasilitator, dan operator yang secara dinamis menuju negara 
hanya sebagai regulator dan fasilitator. Dikatakan lebih lanjut, dikuasai 
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oleh negara mengandung pengertian:  (1) pemilikan, (2) pengaturan, 
pembinaan, pengawasan, dan (3) penyelenggaraan kegiatan usaha 
dilakukan sendiri oleh pemerintah. 
Hasil sinkronisasi Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 1945 
dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 adalah sebagai berikut: 
a. Pasal 33 dicantumkan sebagai konsiderans "Mengingat" Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. 
b. Tenaga listrik tetap merupakan usaha yang dikuasai oleh Negara. 
Sistem ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 
UUD 1945. Pemerintah mempunyai fungsi sebagai (operator) dan 
fungsi selaku pengusaha (operator). Fungsi regulator dilakukan oleh 
Menteri-Menteri teknis yang mengatur sektor-sektor dalam 
kewenangannya, sedangkan fungsi operator dilakukan oleh Kantor 
Menteri Negara atan Badan yang ditunjuk/diberi kuasa untuk 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya 
kepengusahaan, seperti BUMN, yang saat ini fungsi tersebut dilakukan 
oleh Menteri BUMN. Pada saatnya kelak, Pemerintah akan harus lebih 
memfokuskan fungsinya sebagai regulator, dan secara bertahap akan 
melepaskan fungsinya sebagai operator dalam artian sebagai 
pelaksana-Iangsung kegiatan, sesuai prinsip "government function is to 
govern". Sejalan dengan makin meningkatnya kemampuan swasta, 
fungsi operator akan diserahkan kepada swasta terutama nasional, 
sedangkan Pemerintah sebagai regulator menjalankan fungsi 
pengaturan dan pengawasan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan memberi tempat terhadap "hak menguasai negara" 
meskipun cara pengaturannya berbeda dengan undang-undang Iainnya, 
dalam hal ini Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan tidak mencantumkan norma yang menyatakan 
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bahwa tenaga listrik dikuasai oleh negara. Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan penguasaan negara atas tenaga 
listrik tidak dirumuskan dalam norma yang menyatakan "tenaga listrik 
dikuasai negara," tetapi diwujudkan dalam kewenangan-kewenangan 
yang lahir dari "hak menguasai negara" tersebut, seperti, kewenangan 
untuk penetapan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan 
usaha ketenagalistrikan yang diberikan kepada negara Pemerintah. 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 
merupakan penyempurnaan dari undang-undang ketenagalistrikan 
lama, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang 
Ketenagalistrikan. Kedua undang-undang tersebut mempunyai cara 
yang sama dalam pengaturan "hak menguasai negara" yaitu dengan 
mencantumkan kewenangan-kewenangan yang lahir dari "hak 
menguasai negara." 
Penguasaan oleh negara terhadap sumber dan cabang-cabang 
produksi yang penting dan menguasai hajat orang banyak. Dikuasai 
oleh negara mengandung pengertian: (1) pemilikan, (2) pengaturan, 
pembinaan dan pengawasan, dan (3) penyelenggaraan kegiatan usaha 
dilakukan di bidang energi (energi-migas dan energi-listrik) oleh 
Pemerintah. Filosofi "penguasaan oleh negara" adalah terciptanya 
Ketahanan Nasional di bidang energi (energi migas, listrik dan energi) 
di NKRI dengan sasaran-utama penyediaan dan pendistribusian energi 
di dalam negeri. Pemerintah dari negara manapun juga berkewajiban 
menyediakan dan mendistribusikan energi ke seluruh wilayahnya. 
Ketahanan Nasional di bidang energi adalah kemampuan Pemerintah 
untuk melakukan pengelolaan energi, tanpa memperhatikan besar-
kecilnya dan kaya-miskinnya negara, juga tidak memandang apakah 
suatu negara memiliki sumber-daya-alam energi atau tidak. 
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-
Undang dasar 1945 yang telah diamendemen tersebut di atas: 
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perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 
asas kekeluargaan. Hal ini merupakan dasar dari prinsip demokrasi 
ekonomi, bahwa aktifitas ekonomi dikerjakan oleh semua, untuk 
semua masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan 
bukan kemakmuran perorangan atau kelompok. Asas kekeluargaan 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan semangat 
solidaritas sosial. Yang besar/kuat dan yang kecil/lemah harus hidup 
dalam hubungan yang serasi dan saling menunjang dalam wujud 
kemitraan. Dalam hubungan kekeluargaan tidak ada tindas menindas 
dan saling mematikan. Kenikmatan yang diperoleh dari penderitaan 
yang lain atau dengan membuat penderitaan bagi yang lain tidak sesuai 
dengan asas kekeluargaan. Dalam hal ini pemerintah selalu 
memperhatikan perkembangan usaha melalui koperasi, usaha kecil dan 
menengah.  
Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 
Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai Negara. Dalam penjelasannya lebih 
lanjut diingatkan bahwa jangan sampai tampuk produksi jatuh ke 
tangan perorangan atau kelompok yang berkuasa dan rakyat banyak 
ditindasnya. Yang dimaksud dengan berkuasa, bukan hanya yang 
memiliki kekuasaan politik, tetapi juga kekuasaan ekonomi, melalui 
kekuatan yang dimilikinya dalam penguasaan pasar serta faktor-faktor 
produksi. Penguasaan oleh Negara, memang tidak diartikansebagai 
sepenuhnya pemilikan, tetapi harus menjamin adanya kemampuan dan 
kewenangan bagi Negara untuk melindungi kepentingan umum dan 
kepentingan ekonomi masyarakat. Negara mempunyai kendali penuh 
atas kegiatan produksi tersebut sehingga kepentingan Negara dan hajat 
hidup orang banyak akan tetap terjaga. Dalam konteks ini, kegiatan 
usaha hilir migas dan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan yang 
terkait dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Negara 
tidak wajib melakukan sendiri kegiatan produksi tadi, tetapi yang lebih 
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penting dapat melakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 
tersebut sehingga tetap berada di tangan Negara. 
Lebih lanjut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga 
mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat, 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa tanah air 
dan kekayaan alam adalah karunia Tuhan bagi rakyat Indonesia dan 
menjadi sumber bagi kemakmurannya. Dengan keterbatasan yang ada 
pada Negara, maka pengembangan sumber–sumber kekayaan alam 
tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan 
perorangan atau kelompok masyarakat atau usaha swasta, namun harus 
tetap dalam kendali pengawasan pemerintah. Dalam kaitan ini peranan 
hukum dan pengaturan amatlah penting, untuk menjamin bahwa 
potensi kekayaan alam dapat dikembangkan dengan memberikan 
imbalan yang layak bagi yang mengusahakan sesuai dengan 
pengorbanan dan risiko yang diambilnya, tetapi juga terjamin bahwa 
hasil akhirnya adalah kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat 
banyak. Dalam konteks ini, kegiatan hulu migas yang terkait dengan 
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara memiliki 
sumber daya alam tersebut untuk dapat mengatur dan memelihara 
kekayaan tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan tersebut. 
Dalam rangka memenuhi tujuan "sebesar-besar kemakmuran 
rakyat" Undang-undang Ketenagalistrikan mengatur mengenai 
masalah ketenagalistrikan yang meliputi penyediaan, pemanfaatan 
tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik, dengan tujuan untuk 
menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas 
yang baik, dan harga yang wajar. Untuk mencapai tujuan tersebut 
diperlukan penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi yang 
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penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. 
Semangat Undang-undang Ketenagalistrikan tetap menempatkan 
Negara sebagai pihak yang menguasai sumber daya alam yang akan 
menjadi sumber energi bagi penyediaan listrik dan juga menempatkan 
Negara sebagai pihak yang menguasai masalah kelistrikan dalam 
kapasitasnya sebagai regulator satu-satunya dan salah satu operator 
utama. 
Dalam ayat (4) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang 
diamendemen, kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip 
demokrasi ekonomi, yang dijalankan dengan cara-cara yang 
berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan dengan memperhatikan 
prinsip kemandirian, sehingga setiap warga Negara mempunyai 
kesempatan yang sama dalam berusaha. Kegiatan ekonomi dilakukan 
berdasarkan prinsip kebersamaan. Dalam hal ini arah kebijakan 
ekonomi merujuk kepada usaha bersama dengan memberi kesempatan 
seluas-Iuasnya kepada badan usaha, baik yang berskala besar, 
menengah, maupun kecil yang berbentuk BUMN, BUMD, koperasi, 
usahan kecil dan badanusaha swasta, dan pemberian fasilitas kepada 
pengusaha kecil dan menengah. 
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 
tetap menomorsatukan BUMN dalam usaha penyediaan tenaga listrik.  
Di wilayah yang belum menerapkan kompetisi untuk 
pengembangan sistem ketenagalistrikan yang lebih efisien, BUMN 
diberi kesempatan pertama untuk melakukan usaha penyediaan tenaga 
listrik. Sedangkan di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, 
BUMN diberi kesempatan pertama untuk melakukan usaha transmisi 
tenaga listrik dan usaha distribusi tenaga listrik, mengingat perannya 
yang vital dalam penyelenggaraan pasar tenaga listrik. Dengan 
pemberian kesempatan pertama tesebut, di wilayah yang telah 
menerapkan kompetisi, BUMN dapat melakukan usaha transmisi 
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tenaga listrik dan usaha distribusi tenaga listrik serta jenis usaha 
penyediaan tenaga listrik lainnya sepanjang tidak mengganggu 
pelaksanaan kompetisi. 
2. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. 
Pengaturan privatisasi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2002 tentang Ketengalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 
2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 jo Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan 
Tenaga Listrik dan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang 
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta memberikan peran yang 
besar kepada sektor diluar negara untuk menjadi pelaku sektor 
ketenagalistrikan. Hasil sinkronisasi secara vertikal sebagai berikut: 
a. Sektor pembangkitan merupakan sektor yang dapat dikompetisikan 
(Pasal 17 ayat (1) dan 92) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 
tentang Ketenagalistrikan, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1989 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 jo 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan 
Pemanfaatan Tenaga Listrik, Dan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 
37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh 
Swasta) 
b. Koperasi, BUMD, swasta, swadaya masyarakat, dan perorangan dapat 
menjadi pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan 
umum dengan izin usaha ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau 
Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 9, 10, 11, dan 14 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, 
Pasal 3, 6 Ayat (1), (2), dan (3), Pasal 11 Ayat (3) dan (4), Pasal 12, 
Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 jo Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 
Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, 
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Pasal 1, Pasal 2, Dan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 
1992 tentang Usaha Penyediaan Listrik oleh Swasta). 
Hasil sinkronisasi secara vertikal juga menunjukkan bahwa pengaruh 
lembaga keuangan internasional (Dana Moneter Internasional, Bank 
Dunia, dan Bank Pembangunan Asia) yang selalu menyarankan untuk 
mendapatkan harga listrik di tingkat konsumen yang murah harus ada 
kompetisi atau penanaman modal pada sisi pembangkit yang dilakukan 
oleh swasta. Yang harus dicermati disini pada pengaruh lembaga keuangan 
internasional sebagai sumber utama adanya privatisasi dapat disangkal 
karena pada Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha 
Penyediaan Listrik oleh Swasta yang didalamnya juga ada Pasal-Pasal 
yang mengatur tentang penyediaan listrik oleh pembangkit yang didirikan 
oleh investor swasta dan pemberian tempat yang besar kepada swasta 
jauh-jauh sebelum krisis ekonomi dan datangnya Dana Moneter 
Internasional ke Indonesia. 
Penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan 
secara horizontal dapat dilakukan secara terperinci dengan membuat 
inventarisasi yang sejajar. Dengan menempatkan perundang-undangan 
yang sederajat pada posisi yang sejajar, akan lebih mudah untuk 
mengadakan identifikasi terhadap taraf sinkronisasi yang rendah, sedang 
atau tinggi. Hasil penelitian sinkronisasi secara horizontal adalah: 
a. Usaha-usaha yang dapat dimiliki oleh negara dan oleh swasta (Pasal 8, 
Pasal 9, Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2002 tentang Ketenagalistrikan Dan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). 
b. Adanya sebuah badan yang menggantikan peran negara (Pasal 51 – 
Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). 
Hasil penelitian sinkronisasi secara horizontal juga menunjukkan adanya 
pengaruh lembaga keuangan internasional yang ditunjukkan dengan 
adanya usaha yang dapat dimiliki oleh negara dan swasta yang pada UU 
Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan ditunjukkan pada 
pemecahan usaha ketenagalistrikan yang berarti ada investasi swasta yang 
masuk, kecuali di wilayah transmisi dan distribusi yang memang secara 
khusus hanya boleh dimiliki oleh negara melalui PT. Perusahaan Listrik 
Negara (Persero) dan badan pengatur atau sejenisnya yang didirikan untuk 
menggantikan peran negara dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
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Ketenagalistrikan yang disebut dengan Badan Pengatur Pasar Tenaga 
Listrik (Bappeptal). 
Dibawah ini akan disampaikan analisis mengenai sinkronisasi baik secara 
vertikal dan horisontal peraturan di bidang privatisasi ketenagalistrikan.  
Pertama, analisis sinkronisasi secara vertikal. Undang-undang 
Ketenagalistrikan lahir untuk menyikapi berbagai perubahan eksternal dan 
internal, baik pengaruh globalisasi dan liberalisasi maupun perubahan 
Iingkungan strategis seperti otonomi daerah. Globalisasi bercirikan: 
persaingan ketat perkembangan teknologi pesat, dan komunikasi 
meningkat berdampak pada nyaris tiadanya batas negara (borderless). 
Walaupun lahir dalam nuansa globalisasi Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tetap memperhatikan sistem 
ekonomi Indonesia yang berdasarkan konstitusi yakni ekonomi kerakyatan 
yang mempunyai sifat: 
a. Penegakan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi disertai 
kepedulian terhadap yang lemah. 
b. Pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap yang Iemah 
oleh potensi bangsa, terutama Pemerintah sesuai dengan 
kemampuannya. 
c. Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang 
ramah pasar. 
d. Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat, yang sangat terkait dengan 
upaya menggerakkan perekonomian perdesaan.  
e. Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya 
dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat 
dengan tetap menjaga kelestarian fungsi Iingkungan hidup. 
Pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan itu tertuang pada prinsip-prinsip 
dibawah ini: 
a. Tenaga Listrik Dikuasai oleh Negara. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan memberi tempat terhadap "hak menguasai negara" 
meskipun cara pengaturannya berbeda dengan undang-undang Iainnya, 
dalam hal ini Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
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Ketenagalistrikan tidak mencantumkan norma yang menyatakan 
bahwa tenaga listrik dikuasai oleh negara. Dalam Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan penguasaan negara 
atas tenaga listrik tidak dirumuskan dalam norma yang menyatakan 
"tenaga listrik dikuasai negara," tetapi diwujudkan dalam kewenangan-
kewenangan yang lahir dari "hak menguasai negara" tersebut, seperti, 
kewenangan untuk penetapan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan 
pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang diberikan kepada negara 
Pemerintah. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan merupakan penyempurnaan dari undang-undang 
ketenagalistrikan lama, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang 
Ketenagalistrikan. Kedua undang-undang tersebut mempunyai cara 
yang sama dalam pengaturan "hak menguasai negara" yaitu dengan 
mencantumkan kewenangan-kewenangan yang lahir dari "hak 
menguasai negara.". 
Penguasaan Negara dengan maksud untuk memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 
diwujudkan dengan pemberian kewenangan kepada negara c.q. 
Pemerintah untuk menetapkan kebijakan, mengatur, dan mengawasi 
pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. Namun demikian, karena 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 
merupakan undang-undang sektoral, maka undang-undang tersebut 
tidak mengatur penguasaan negara dalam pengertian penguasaan 
kekuatan ekonomi melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit 
usaha, termasuk unit usaha di bidang ketenagalistrikan. Penguasaan 
negara dalam pengertian kepemilikan merupakan domain undang-
undang yang mengatur badan usaha milik negara.  
b. Struktur industri tenaga listrik 
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Di wilayah yang belum menerapkan kompetisi, usaha 
penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan secara terintegrasi vertikal 
meliputi pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang 
dilakukan oleh satu badan usaha atau dilakukan secara terpisah di 
mana satu badan usaha melakukan salah satu jenis usaha, yaitu usaha 
pembangkitan, usaha transmisi, atau usaha distribusi tenaga listrik  
Di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, usaha 
penyediaan tenaga listrik dilakukan secara terpisah oleh badan usaha 
yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan 
Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda. 
Pemisahan tersebut dilakukan untuk terselenggaranya kompetisi yang 
adil dan sehat pada jenis usaha yang akan dikompetisikan, yaitu usaha 
pembangkitan dan usaha agen penjualan. Pemisahan dilakukan melalui 
pembentukan badan usaha yang berbeda, tetapi bukan aspek 
kepemilikan. Untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat, 
undang-undang ini juga mensyaratkan adanya open access pada jenis 
usaha transmisi tenaga listrik dan usaha distribusi tenaga listrik, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (2) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-
undang Ketenagalistrikan yang lama, Undang-undang Nomor 15 
Tahun 1985, juga mengenal pemisahan usaha (unbundling), 
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7(2), yang menyebutkan, bahwa 
usaha penyediaan tenaga listrik dapat meliputi jenis usaha 
pembangkitan, transmisi, distribusi tenaga listrik. Saat ini, berdasarkan 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, PT PLN telah melakukan 
pemisahan jenis usaha yang dilakukan oleh badan usaha yang berbeda, 
dengan membentuk anak perusahaan yang berusaha di bidang 
pembangkitan tenaga listrik 
Di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, badan usaha 
termasuk BUMN dapat memiliki perusahaan-perusahaan pada jenis 
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usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sepanjang 
kepemilikan tersebut dilakukan melalui badan usaha yang berbeda, 
melalui perusahaan tersendiri 
c. Kesempatan Pertama Kepada BUMN (first right of refusal) 
Di wilayah yang belum menerapkan kompetisi untuk 
pengembangan sistem ketenagalistrikan yang Iebih efisien, BUMN 
diberi kesempatan pertama untuk melakukan usaha penyediaan tenaga 
listrik. Sedangkan di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, 
BUMN diberi kesempatan pertama untuk melakukan usaha transmisi 
tenaga listrik dan usaha distribusi tenaga listrik, mengingat perannya 
yang vital dalam penyelenggaraan pasar tenaga listrik. Dengan 
pemberian kesempatan pertama tesebut, di wilayah yang telah 
menerapkan kompetisi, BUMN dapat melakukan usaha transmisi 
tenaga listrik dan usaha distribusi tenaga listrik serta jenis usaha 
penyediaan telaga listrik lainnya sepanjang tidak mengganggu 
pelaksanaan kompetisi. 
d. Partisipasi swasta 
Pengaturan peran serta swasta dalam usaha ketenagalistrikan 
dalam Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan merupakan kelanjutan dari ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1985. Dalam Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak ada ketentuan berkaitan 
dengan privatisasi, yaitu privatisasi dalam pengertian penjualan 
BUMN kepada swasta. Privatisasi lebih kepada persoalan korporat 
yang menjadi pengaturan undang-undang di bidang BUMN. 
Sedangkan privatisasi dalam pengertian mengundang partisipasi 
swasta dalarn usaha ketenagalistrikan untuk meningkatkan 
kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik memang diatur 
dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan. 
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e. Harga jual tenaga listrik; 
Salah satu tujuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 
tentang Ketenagalistrikan adalah untuk menjamin tersedianya tenaga 
listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang 
wajar. Yang dimaksud dengan harga yang wajar adalah harga pada 
tingkat keekonomiannya. Harga jual tenaga listrik untuk golongan 
masyarakat tidak mampu merupakan harga jual yang sifatnya 
regulated, meskipun di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, dan 
ditetapkan oleh Pemerintah yang dalam penetapannya memperhatikan 
kemampuan dan kondisi ekonomi masyarakat. 
Kedua, analisis sinkronisasi secara horisontal. Privatisasi dilaksanakan 
berdasarkan pertimbangan strategis, bahwa asas kemanfaatan lebih 
diutamakan daripada asas kepemilikan. Maksud dan tujuan privatisasi 
pada dasarnya adalah untuk meningkatkan peran Persero dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas kepemilikan 
masyarakat atas Persero, serta untuk menunjang stabilitas perekonomian 
nasional. Pelaksanaan privatisasi dilakukan secara transparan, baik dalam 
proses penyiapannya maupun dalam pelaksanaannya. Proses privatisasi 
dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur privatisasi yang telah 
ditetapkan tanpa ada intervensi dari pihak lain di luar mekanisme 
korporasi, serta ketentuan perundang-undang yang berlaku. Proses 
privatisasi juga dilakukan dengan berkonsultasi secara intensif dengan 
pihak-pihak terkait, sehingga proses dan pelaksanaannya dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 
Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa 
"cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut merupakan 
legitimasi keberadaan berbagai perusahaan milik negara yang dikenal 
sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN merupakan institusi 
yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, baik 
seluruhnya atau sebagian (minimal 51%)). Sebagai pelaku ekonomi di 
samping badan usaha milik daerah (BUMD), swasta dan koperasi, BUMN 
melaksanakan peran saling memberi dukungan di antara pelakupelaku 
ekonomi tersebut. Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi 
Indonesia dirasakan semakin penting dan strategis, antara lain karena 
melaksanakan 
a) peran pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha di mana 
swasta belum tertarik untuk menggelutinya. 
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b) peran pengelola bidang-bidang usaha yang strategis. 
c) peran sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-
kekuatan swasta besar. 
d) peran sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam bentuk 
penyetoran berbagai pajak maupun sebagai sumber setoran dividen 
bagi negara sebagai pemilik/Pemegang Saham. 
Pemerintah selaku regulator dan fasilitator dalam kegiatan perekonomian 
nasional menetapkan kebijakan untuk mendorong semua pelaku usaha 
agar dapat memberikan peranan-terbaiknya dalam mengembangkan 
perekonomian nasional secara efisien dan mampu bersaing baik secara 
nasional, regional maupun global. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan berbagai 
undang-undang, termasuk dan Undang-undang Ketenagalistrikan. 
Selain itu privatisasi dilakukan dengan maksud supaya terjadi perubahan 
atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham 
baru, baik melalui penawaran umum (go public) ataupun melalui 
penyertaan langsung (direct placement). Perusahaan akan dihadapkan pada 
kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan (disclosure) 
yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses go public, atau 
adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat 
masuknya pemegang saham baru. Budaya perusahaan yang berubah 
tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang 
selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam 
berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan 
global, sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang 
lebih besar terhadap perekonomian nasional dalam bentuk barang dan jasa 
yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerimaan 
negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula.  
Meskipun privatisasi bertujuan untuk melakukan efisiensi, sedapat 
mungkin tidak sampai menimbulkan keresahan bagi karyawan. Oleh 
karena itu, dalam melaksanakan privatisasi sejauh mungkin perlu 
diupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK 
hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu setelah pelaksanaan 
privatisasi, kecuali karyawan melakukan tindakan-tindakan yang 
melanggar ketentuan hukum. Selanjutnya apabila PHK terjadi 
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Sehubungan dengan itu, dalam upaya agar karyawan dan serikat pekerja 
maupun masyarakat dapat memahami manfaat privatisasi Pemerintah perlu 
melakukan sosialisasi tentang manfaat privatisasi secara terarah dan 
konsisten. 
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Selalu timbul pertanyaan mana yang lebih baik bila kita memiliki BUMN 
secara mayoritas, tapi kontribusi kepada perekonomian nasional adalah 
marginal atau bila BUMN dimiliki secara kurang dari mayoritas, tetapi 
memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. 
Kenyataan dan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa Persero yang 
telah diprivatisasi memberikan manfaat jauh lebih besar daripada Persero 
yang belum diprivatisasi, baik dalam bentuk pembayaran pajak kepada 
negara, pembayaran dividen maupun dalam penyerapan tenaga kerja. 
Dengan dilakukannya privatisasi, bukan berarti kendali atau kedaulatan 
negara menjadi berkurang atau hilang, negara tetap memegang kendali 
melalui regulasi sektoral. Pengertian penguasaan oleh negara tidak berarti 
hanya sebagai pemilikan, tetapi juga termasuk di dalamnya penguasaan 
melalui regulasi. Ini artinya, semua perusahaan yang berada di Indonesia, 
siapapun pemiliknya, harus tunduk kepada hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Negara Republik 
Indonesia yang berdaulat. 
Undang-undang BUMN telah menetapkan BUMN yang dapat dan tidak 
dapat diprivatisasi (Pasal 76 dan Pasal 77). Di samping itu, privatisasi 
hanya bersifat pengalihan kepemilikan dan/atau pengelolaan perusahaan, 
tidak mengakibatkan hilangnya suatu perusahaan. Perusahaan tersebut 
masih berada di Indonesia, tunduk kepada semua regulasi yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang berdaulat termasuk tunduk 
terhadap ketentuan-ketentuan di bidang ketenagakerjaan Indonesia, 
siapapun pemiliknya. Ketentuan ketenagakerjaan di perusahaan termasuk 
mengenai pensiun tunduk pada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Indonesia. Hal-hal yang terkait dengan hak-hak tenaga kerja, termasuk 
pengupahan dan pensiun merupakan kewajiban setiap perusahaan baik 
perusahaan nasional maupun perusahaan yang dimiliki oleh asing yang 
beroperasi di Indonesia untuk memenuhi hak-hak tersebut berdasarkan 








1. Privatisasi terjadi karena Indonesia mengalami krisis ekonomi dan untuk 
khusus sektor ketenagalistrikan terjadi karena PT. PLN (Persero) 
mengalami krisis keuangan dan krisis pada sektor pembangkitan listrik 
yang akan berhubungan dengan penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat. 
Hal ini pula yang menyebabkan lembaga keuangan internasional (Dana 
Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia) 
menyarankan adanya privatisasi sektor ketenagalistrikan. Pengaruh 
lembaga keuangan internasional pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan perpaduan pengaruh baik dari 
Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia. 
Pengaruh ketiganya yaitu: (1) pemerintah membuat aturan dan mendesain 
kerangka regulasi untuk mengkompetisikan pasar, (2) pemerintah 
merestrukturisasi organisasi PT. PLN (Persero), (3) pemerintah melakukan 
penyesuaian tarif elektrifikasi, (4) pemerintah memberikan peran yang 
lebih kepada sektor swasta dalam pembangkit listrik. Pengaruh Bank 
Dunia dan Bank Pembangunan Asia adalah: (1) pembentukan badan 
pengatur yang independen, (2) pemecahan usaha PT. PLN (Persero) secara 
vertikal maupun horizontal, (3) korporatisasi dan komersialisasi layanan 
yang ditunjukkan dengan pemberian tempat yang berlebih kepada sektor 
swasta dan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai dengan harga 
pasar. 
2. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai 
privatisasi di sektor energi secara umum dan ketenagalistrikan secara 
khusus telah ada sinkronisasinya baik secara vertikal dan secara 
horizontal: 
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a. Hasil penelitian sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 
adalah: 
1) Pasal 33 dicantumkan sebagai konsiderans "Mengingat" Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. 
2) Tenaga listrik tetap merupakan usaha yang dikuasai oleh Negara. 
3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 
tetap menomorsatukan BUMN dalam usaha penyediaan tenaga 
listrik.  
b. Hasil penelitian taraf sinkronisasi secara vertikal adalah: 
1) Sektor pembangkitan merupakan sektor yang dapat dikompetisikan 
(Pasal 17 ayat (1) dan 92) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 
tentang Ketenagalistrikan, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1989 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 jo 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 tentang Penyediaan dan 
Pemanfaatan Tenaga Listrik, dan Pasal 7 Keputusan Presiden 
Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
oleh Swasta) 
2) Koperasi, BUMD, swasta, swadaya masyarakat, dan perorangan 
dapat menjadi pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk 
kepentingan umum dengan izin usaha ditetapkan oleh Menteri, 
Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
(Pasal 9, 10, 11, dan 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 
tentang Ketenagalistrikan, Pasal 3, 6 Ayat (1), (2), dan (3), Pasal 
11 Ayat (3) dan (4), Pasal 12, Pasal 13 Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1989 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 
2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang 
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, Pasal 1, Pasal 2, Dan 
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Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha 
Penyediaan Listrik oleh Swasta). 
c. Hasil penelitian taraf sinkronisasi secara horizontal adalah: 
1) Usaha-usaha yang dapat dimiliki oleh negara dan oleh swasta 
(Pasal 8, Pasal 9, Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Dan Pasal 75 dan 
Pasal 77 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara). 
2) Adanya sebuah badan yang menggantikan peran negara (Pasal 51 
– Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). 
Peraturan perundang-undangan yang mengatur privatisasi sektor 
ketenagalistrikan di Indonesia telah ada sinkronisasi baik secara vertikal 
dan horisontal. Hal ini membuktikan tidak ada tumpang tindih dalam 
pengaturan privatisasi di Indonesia dan memberikan kepastian hukum 
dalam pelaksanaan privatisasi baik sekarang dan masa mendatang.  
B. Saran 
1. Pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak memberikan kemudahan 
dalam pelaksanaan kontrak-kontrak investasi pemerintah yang dilakukan 
oleh swasta atau insentif-insentif dalam berinvestasi serta dan pemerintah 
harus memberikan perhatian kepada model pembagian resiko investasi 
yang saling menguntungkan antara pemerintah dan investor.  
2. PT. PLN Persero disarankan untuk terus memperbaiki kualitas 
pelayanannya, terutama kepada konsumen tegangan rendah yang biasanya 
selalu dirugikan karena pelayanan penyambungan listrik, khususnya 
konsumen baru sering dipersulit dan penyaluran listrik yang tidak 24 jam 
menyala, kadang-kadang mati.  
3. PT. PLN Persero disarankan segera membangun infrastruktur di kawasan 
yang belum menerapkan sebab sektor swasta biasanya belum mau 
 ciii 
menanamkan investasinya dan daerah-daerah terpencil agar segera dapat 
menikmati sambungan listrik. 
4. Badan Pengatur Pasar Tenaga Listrik disarankan agar terus mengawasi 
usaha di bidang ketenagalistrikan, karena di masa depan dapat 
dikhawatirkan tumbuh bisnis ketenagalistrikan yang tidak sehat, 
terbentuknya kartel, penggabungan dan pengambilalihan usaha di bidang 
ketenagalistrikan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat merusak struktur 
industri ketenagalistrikan sudah dijalankan secara terpecah-pecah. 
5. Kepada sektor bisnis swasta agar meningkatkan kerjasamanya dengan 
dunia perbankan dengan menggunakan fasilitas kredit sindikasi sebagai 
sarana untuk membiayai investasi di bidang ketenagalistrikan, terutama di 
daerah yang sudah menerapkan kompetisi agar tercapai tujuan privatisasi 
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